
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

Menimbang : a. bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;

b. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan dan pemungutan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di
Kabupaten Kotawaringin Timur berjalan tertib, lancar dan
akuntabel, perlu diatur mengenai tata cara pengelolaan dan
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan di Kabupaten Kotawaringin Timur;

c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur Tata Cara

Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan dan
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
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Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Keija menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi

Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6881);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07 /2018
tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018
tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1853);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur Nomor 288);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun
2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Nomor 272);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1
Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun
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2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Nomor 295);

14. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 47 Tahun 2022

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur Tahun 2022 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
DAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai

penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai
pelaksanaan unsur pemerintahan
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.

4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut

Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur.

5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut
Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur.

6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi
sebesar-besamya kemakmuran rakyat.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan
usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi

dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

unsur

menjadiyang
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9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan
perairan wilayah Daerah.

10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau
dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

ll.Nilai dual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP
adalah harga rata-rata yang diperoleh transaksi jual beli

yang teijadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat
transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan
harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan
baru atau NJOP pengganti.

12. Nilai Jual Objek Pajak Bangunan yang selanjutnya disebut
NJOP Bangunan adalah sebesax nilai konversi biaya
pembangunan baru setiap jenis bangunan setelah dikurangi
penyusutan fisik berdasarkan metode penilaian ke dalam
klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual Bangunan
yang akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

13. Nilai Jual Objek Pajak Pengganti yang selanjutnya disebut
NJOP Pengganti adalah suatu pendekatan/metode
penentuan nilai jual suatu objek Pajak yang berdasarkan
pada hasil produksi objek Pajak tersebut.

14. Nilai Jual Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJKP
adalah besaran nilai jual yang dimasukkan ke dalam

perhitungan pajak terutang dan merupakan bagian dari
Nilai Jual Objek Pajak dan besamya nilai NJKP saling
berhubungan dengan besamya nilai NJOP.

15. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya
disingkat NJOPTKP adalah batas Nilai Jual Objek Pajak yang
tidak kena pajak.

16. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah
nomor identifikasi objek Pajak (termasuk objek yang tidak
dikenakan Pajak yang mempunyai karakteristik unik,
permanen, standar dengan satuan blok dalam satu wilayah
desa/kelurahan administrasi pemerintahan

17. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah

suatu zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek
Pajak yang mempunyai satu nilai indikasi rata-rata yang
dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek Pajak
dalam satu wilayah administrasi desa/kelurahan yang tidak
terikat kepada batas blok.

18. Peta Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disebut Peta ZNT
adalah peta yang menggambarkan suatu zona geografis yang
terdiri atas sekelompok objek Pajak yang mempunyai satu
nilai indikasi rata-rata

penguasaan/pemilikan objek Pajak dalam satu wilayah
administrasi desa/kelurahan.

19. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya
disingkat DBKB adalah daftar

memudahkan perhitungan nilai Bangunan berdasarkan
pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama
dan/ atau biaya komponen material Bangunan dan biaya
komponen fasilitas Bangunan.

20. Penyusutan adalah berkurangnya nilai Bangunan yang
disebabkan oleh keusangan/penurunan kondisi fisik
Bangunan.

yang dibatasi oleh batas

yang dibuat untuk
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21. Pendataan adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh,
mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data
objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan.

22. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah Bumi
dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali

kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

23. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi
atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas
Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau
memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas
Bangunan.

24. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

3'ang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi
atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas

Bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau
memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas
Bangunan.

25. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya  1 (satu)
tahun kalender.

26. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada
suatu saat, dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau
dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan tentang perpajakan daerah.

27. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan Subjek Pajak, penentuan
besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan
Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

28. Bank Persepsi adalah bank pemerintah/bank swasta yang
ditunjuk oleh Bupati untuk menerima pembayaran PBB-P2.

29. Approval Code adalah bentuk pengesahan pembayaran PBB-
P2 yang dilakukan secara elektronik yang dibuat dalam
format tertentu serta diproses secara otomatis melalui data
elektronik.

30. Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan/atau Lampiran Surat
Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat
SPOP dan/atau LSPOP adalah surat yang digunakan oleh
Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan Objek Pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
tentang perpajakan daerah.

31. SPOP dan/atau LSPOP Elektronik adalah SPOP dan/atau
LSPOP dalam bentuk dokumen elektronik.

32. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya
disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk
memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada
Wajib Pajak.

33. Surat Setoran Pajak Daerah/Surat Tanda Terima Setoran
yang selanjutnya disingkat SSPD/STTS adalah bukti
pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan
dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan
cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Bupati.
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34. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan
besamya jumlah pokok Pajak yang terutang.

35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak
yang menentukan besamya jumlah pokok Pajak, jumlah
kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak,
besamya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih
harus dibayar.

36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
surat

yang

yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah

ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah
Pajak yang telah ditetapkan.

37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya
disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak
menentukan jumlah pokok Pajak sama besamya dengan
jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit Pajak.

38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena
jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang
terutang atau seharusnya tidak terutang.

39. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

yang

40. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam

peraturan pemndang-undangan tentang perpajakan daerah
yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDN, SKPDLB, STPD, surat keputusan pembetulan, atau
surat keputusan keberatan.

41. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDN, SKPDLB,

pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib
Pajak.

42. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak
atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang
diajukan oleh Wajib Pajak.

43. Pemeriksaan di Bidang Perpajakan Daerah yang selanjutnya
disebut Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan
menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau
bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang- undangan tentang
perpajakan daerah.

44. Surat Kuasa adalah surat yang didalamnya berisi peralihan
wewenang dari seseorang kepada seseorang yang lain
dengan bermeterai cukup.

atau terhadap pemotongan atau
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45. Dokumen adalah data dan informasi yang berkaitan dengan
objek dan subjek PBB-P2 antara lain identitas Wajib Pajak,
data kepemilikan, data perizinan, data pembayaran PBB-P2.

46. Pemeriksaan Kan tor adalah pemeriksaan yang dilakukan di
Bapenda.

47. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan

di tempat kedudukan, di tempat Objek Pajak, tempat
kegiatan usaha, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain
yang ditentukan oleh Bapenda.

48. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP
adalah laporan yang berisi tentang peiaksanaan dan hasil

Pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa secara ringkas
dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan
pemeriksaan.

49. Surat Perintah Pemeriksaan adalah yang selanjutnya
disebut SP2 adalah surat perintah untuk melaksanakan
Pemeriksaan.

50. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar
termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau
kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau
surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-udangan perpajakan.

51. Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan
hukum antara pemegang hak dengan tanah, termasuk
ruang di atas tanah, dan atau ruang di bawah tanah untuk
menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan,
serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atau
ruang di bawah tanah.

52. Penguasaan adalah hubungan hukum antara orang per
orang, kelompok orang, atau badan hukum dengan tanah.

53. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang
kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada
pemegang Hak Pengelolaan.

54. Basis Data Terpadu adalah sistem basis data elektronik yang
terdiri dari informasi rumah tangga miskin dan rentan di
Indonesia.

55. Sistem dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Sistem
Daring adalah sambungan langsung antara sub sistem satu
dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi
secara langsung yang berkaitan dengan pelaporan transaksi
secara elektronik yang meliputi informasi data, transaksi
usaha dan transaksi pembayaran yang dilakukan oleh wajib
pajak.

56. Insentif fiskal adalah pengurangan, keringanan, dan
pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok
retribusi, dan/atau sanksinya.
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BAB II
TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Tata cara Pemungutan PBB-P2 mencakup seluruh
rangkaian proses yang hams dilakukan dalam
menatausahakan, menerima, dan melaporkan penerimaan
PBB-P2.

(2) Tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. prosedur pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan

Objek Pajak dan Subjek Pajak;
b. prosedur penerbitan dan penyampaian SPPT;
c. prosedur pembayaran dan pengangsuran;
d. prosedur pelaporan;
e. prosedur penagihan;
f. prosedur mutasi, pembetulan, pembatalan, pengurangan

ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi
administratif;

g. prosedur keberatan dan banding;
h. prosedur pengembalian kelebihan pembayaran;
i. prosedur kembali dan ppenentuan enundaan

tanggal/saat jatuh tempo;
j. prosedur pemeriksaan; dan
k. informasi.

Pasal 3

(1) Dalam melaksanakan tata cara pemungutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Bapenda melaksanakan fungsi
meliputi:
a. pendataan dan pendaftaran;
b. penilaian;
c. pelayanan;
d. penetapan;
e. pengolahan data dan informasi;
f. penerimaan dan pelaporan;
g. penagihan; dan
h. Pemeriksaan.

(2) Fungsi pendataan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) humf a, Bapenda melakukan pendataan dan
pendaftaran Objek Pajak dan Subjek Pajak.

(3) Fungsi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf
b, Bapenda melakukan penilaian Objek Pajak dan Subjek
Pajak.

(4) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c, Bapenda melakukan interaksi dengan Wajib Pajak
dalam tahapan Pemungutan PBB-P2.

(5) Fungsi penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
humf d, Bapenda melakukan penetapan Objek Pajak dan
Subjek Pajak.

(6) Fungsi pengolahan data dan informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) humf e, Bapenda mengelola basis
data terkait Objek Pajak dan Subjek Pajak.
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(7) Fungsi penerimaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f, Bapenda menyiapkan laporan realisasi
penerimaan dan tunggakan PBB-P2 berdasarkan data dan
laporan dari pihak-pihak lain yang ditunjuk.

(8) Fungsi penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g, Bapenda melaksanakan penagihan terhadap Wajib
Pajak yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo.

(9) Fungsi Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf h, Bapenda melakukan Pemeriksaan dengan tujuan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB-P2
dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perpajakan daerah.

Bagian Kedua
Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penilaian,
Penetapan Objek Pajak dan Subjek Pajak

Paragraf 1
Prosedur Pendaftaran

Pasal 4

(1) Pendaftaran objek pajak dilakukan oleh Subjek Pajak
dengan cara mengisi formulir SPOP dan/ atau LSPOP yang
disediakan dan dapat diperoleh di Bapenda atau tempat lain
yang ditentukan tanpa dikenakan biaya.

(2) SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani
dan disampaikan ke Bidang Pendaftaran, Penilaian dan
Sistem Informasi Bapenda selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan/atau
LSPOP oleh Subjek Pajak atau kuasanya.

(3) Dalam hal SPOP dan/atau LSPOP ditandatangani oleh selain
Subjek Pajak yang bersangkutan, hams dilampiri surat
kuasa dari Subjek Pajak.

(4) Persyaratan pengajuan permohonan pendaftaran Objek
Pajak/Subjek Pajak terdiri atas:

a. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas lainnya dari
Wajib Pajak;

b. surat tanda bukti hak atas Bumi dan/atau Bangunan
yaitu :

1. fotokopi bukti kepemilikan hak atas Bumi dan/ atau
Bangunan;

2. fotokopi bukti hak pengelolaan atas Bumi dan/ atau
Bangunan; atau

3. fotokopi bukti hak penguasaan atas Bumi dan/atau
Bangunan.

c. dalam hal bukti hak berupa pengelolaan sebagaimana
dimaksud pada huruf b angka 2, maka harus
melampirkan surat izin dari pemilik Bumi dan/atau
Bangunan sebagaimana dimaksud pada humf b angka 1;

(5) Pendaftaran PBB-P2 dengan cara mutasi dikarenakan
teijadinya peralihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan,
meliputi:
a. pemecahan menjadi beberapa bidang tanah;
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b. perubahan data Subjek Pajak dan Objek Pajak karena
Subjek Pajak dan Objek Pajak menjadi beberapa orang
dan beberapa bidang; dan

c. penggabungan Objek Pajak.
(6) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian formulir SPOP dan/atau

LSOP, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (2) wajib diteliti oleh Bapenda.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kebenaran informasi yang tercantum dalam SPOP
dan/atau LSPOP; dan

b. kelengkapan dokumen pendukung SPOP dan/ atau
LSPOP.

(3) Untuk setiap SPOP dan/atau LSPOP yang masuk, Bapenda
berhak melakukan Pemeriksaan Lapangan untuk mengecek
kebenaran data secara riil.

Pasal 6

(1) Pendaftaran PBB-P2 dengan cara mutasi dilakukan dengan
mengajukan permohonan kepada Bapenda.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan menggunakan Bahasa Indonesia dengan
mengisi formulir surat permohonan yang disediakan
Bapenda dan dilampiri dengan :
a. fotokopi identitas Wajib Pajak/Subjek Pajak atau
kuasanya apabila dikuasakan;

b. surat kuasa bermeterai cukup apabila permohonan
diajukan oleh kuasanya;

c. SPOP dan/atau LSPOPyang telah diisi dengan jelas, benar
dan lengkap serta ditandatangani oleh pemohon;

d. asli SPPT PBB-P2 Tahun Pajak berjalan;
e. telah melunasi PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir, kecuali
untuk proses mutasi gabung, NOPD yang dihapus wajib
lunas untuk semua kewajiban Pajak yang terutang
sebelum tahun beijalan; dan

f. surat tanda bukti hak atas Bumi dan/atau Bangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c.

(3) Dalam hal mutasi data bersifat minor, dapat dikecualikan
dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
c.

(4) Mutasi data bersifat minor sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) merupakan perubahan atas data yang tidak
mengakibatkan perubahan Wajib Pajak, berupa:
a. pembetulan kesalahan penulisan nama Wajib Pajak; dan
b. pembetulan kesalahan penulisan alamat Wajib Pajak.

Pasal 7

(1) Pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 dapat dilakukan secara Sistem Daring dengan
membuka website layananpbh.koUmkab.go.id
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(2) Bapenda melakukan verifikasi, pengolahan dan penetapan
data PBB-P2 dari data dukung yang telah diupload secara
Sistem Daring.

(3) Data objek dan Subjek Pajak yang sudah ditetapkan
selanjutnya dilakukan pencetakan SPPT PBB-P2.

(4) Berdasarkan tanda bukti pendaftaran secara Sistem Daring
wajib pajak dapat mengambil SPPT PBB-P2 yang sudah
dicetak di Bapenda.

Paragraf 2
Prosed ur Pendataan

Pasal 8

(1) Pendataan Objek Pajak dilakukan oleh Bapenda dengan
mengisi formulir SPOP dan/atau LSPOP.

(2) Pendataan Objek Pajak dilakukan dengan cara:
a. pasif, yaitu Pendataan yang dilakukan oleh Subjek Pajak
dengan cara mengisi, menandatangani, dan menyerahkan
SPOP dan/atau LSPOP kepada Bapenda; atau

yaitu Pendataan oleh Bapenda dengan
menggunakan formulir SPOP dan/atau LSPOP melalui

identifikasi Objek Pajak, verifikasi data Objek Pajak, dan
pengukuran bidang Objek Pajak dengan mencocokkan

data yang ada di Bapenda dengan kondisi sebenamya
objek dan Subjek Pajak di lapangan.

(3) Dalam rangka Pendataan, Subjek Pajak wajib mendaftarkan
Objek Pajaknya dengan mengisi SPOP dan/atau LSPOP.

(4) SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta
ditandatangani dan disampaikan kepada Bapenda seiambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari keija setelah tanggal
diterimanya SPOP dan/atau LSPOP oleh Subjek Pajak.

(5) Pendataan melalui indentifikasi dilakukan pada Objek Pajak
yang belum terdata dalam administrasi pembukuan PBB-P2.

(6) Pendataan melalui verifikasi dilakukan pada Objek Pajak
yang sudah terdata dalam administrasi pembukuan PBB-P2.

(7) Berdasarkan hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data

yang dimiliki Wajib Pajak atau Fiskus dengan bukti di
lapangan dilanjutkan dengan pelaksanaan pemeriksaan.

(8) Format formulir permohonan pendaftaran objek/Subjek
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

b. aktif,

Pasal 9

(1) Berdasarkan hasil Pendataan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 terhadap Objek Pajak diberikan NOPD.

(2) Persyaratan untuk dikeluarkannya NOPD sebagai berikut:
a. melampirkan fotokopi identitas diri berupa kartu tanda
penduduk atau dokumen lain yang sah;

b. melampirkan fotokopi bukti kepemilikan, penguasaan
atau pemanfaatan; dan

c. mengisi formulir SPOP dan/LSPOP disertai tanda tangan
Wajib Pajak atau kuasanya.
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(3) Pendataan terhadap mutasi penuh tidak menghilangkan
NOPD lama.

(4) Pendataan terhadap mutasi pecah atas tanah induk,
masing-masing penerima pecahan mendapat NOPD baru,
sedangkan NOPD lama terpakai sebagai NOPD induk.

(5) Terhadap penggabungan beberapa NOPD, NOPD terkecil
dipakai untuk NOPD induk sedangkan NOPD lainnya
dihapus.

(6) Struktur NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari 18 (delapan belas) digit, dengan urutan:
a. digit ke-1 (kesatu) dan ke-2 (kedua) merupakan kode

provinsi;

b. digit ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) merupakan kode
kabupaten;

c. digit ke-5 (kelima) sampai dengan digit ke-7 (ketujuh)
merupakan kode kecamatan;

d. digit ke-8 (kedelapan) sampai dengan digit ke-10
(kesepuluh) merupakan kode desa/kelurahan;

e. digit ke-11 (kesebelas) sampai dengan digit ke-13 (ketiga
belas) merupakan kode nomor urut blok;

f. digit ke-14 (keempat belas) sampai dengan digit ke-17
(ketujuh belas) merupakan kode urut Objek Pajak; dan

g. digit ke-18 (kedelapan belas) merupakan kode tanda
khusus.

(7) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian NOPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 10

(1) Dalam melakukan kegiatan pendataan pemeliharaan basis
data PBB-P2, Bapenda dapat bekeija sama dengan instansi
yang terkait.

(2) Pendataan Objek Pajak dan Subjek Pajak dalam rangka
pemeliharaan basis data dapat dilakukan oleh pihak ketiga
yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 3
Prosedur Penilaian

Pasal 11

(1) Penilaian Objek Pajak dilakukan oleh Bapenda dengan
menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan.

(2) Basil penilaian Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digunakan sebagai dasar menetapkan NJOP.

(3) Penilaian Objek Pajak dapat dilaksanakan melalui:

a. penilaian massal, dimana NJOP Bumi dihitung
berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang terdapat pada
setiap ZNT sedangkan NJOP Bangunan dihitung
berdasarkan DBKB dan/atau standar harga lainnya; dan

b. penilaian individu diterapkan pada Objek Pajak umum
yang bernilai tinggi atau Objek Pajak khusus.

(4) Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan dengan tiga pendekatan penilaian, meliputi:
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a. pendekatan data pasar;
b. pendekatan biaya; dan/atau
c. pendekatan kapitalisasi pendapatan.

(5) Penilaian dengan pendekatan data pasar sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dengan cara
membandingkan Objek Pajak yang akan dinilai dengan
Objek Pajak lain yang sejenis yang nilai jualnya sudah
diketahui dengan melakukan beberapa penyesuaian.

(6) Penilaian dengan pendekatan biaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf b dilakukan untuk penilaian Bangunan
dengan cara memperhitungkan biaya yang dikeluarkan
untuk membangun baru dikurangi dengan penyusutan.

(7) Pendekatan kapitalisasi pendapatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf c dilakukan pada objek yang memiliki
nilai komersil dengan cara menghitung atau
memproyeksikan seluruh pendapatan atau sewa dalam 1

(satu) tahun terhadap Objek Pajak dikurangi dengan
kekosongan, biaya operasional dan hak pengusaha.

Paragraf 4

Prosedur Penetapan Objek Pajak dan Subjek Pajak

Pasal 12

(1) PBB-P2 dipungut Pajak atas kepemilikan, penguasaan,
dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan oleh
orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan
untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan
pertambangan.

(2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau
pengurukan.

(3) Termasuk dalam pengertian Bangunan meliputi;
a. jalan lingkungan yang terletak dalam 1 (satu) kompleks
Bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang
merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan
tersebut;

b. kolam renang;
c. pagar mewah;
d. tempat olahraga;
e. taman mewah;

f. menara dan sejenisnya
g. galangan kapal, dermaga;

h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa
minyak; dan

i. tempat lainnya yang memberikan manfaat.
(4) Kriteria pagar mewah, tempat olahraga, dan taman mewah

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d sebagai
berikut:

a. pagar mewah dengan harga pembuatan Rp2.000.000,00
(dua juta rupiah) per meter persegi ke atas;

b. tempat olahraga yang dikomersialkan; dan

c. taman mewah dengan harga pembuatan Rp2.000.000,00
(dua juta rupiah) per meter persegi ke atas dan/ atau
dikomersilkan.
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(5) Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah Objek
Pajak yang:

a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor

Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara
lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau
barang milik Daerah;

b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata

untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan,
panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan
nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh
keuntungan;

c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan
untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala,
atau yang sejenis;

d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam,

hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang
dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum
dibebani suatu hak;

e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh
perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan
perlakuan timbal balik;

f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan

atau perwakilan lembaga intemasional yang ditetapkan
dengan Peraturan Menteri;

g. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya
berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati;
dan

h. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan
bangunan oleh Pemerintah Pusat.

asas

Pasal 13

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.

(2) Besamya NJOPTKP ditetapkan sebesar RplO.000.000,00
(sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

(3) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20%
(dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen)
dari NJOP setelah dikurangi NJOPTKP sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

(4) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan
mempertimbangkan:

a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten

(5) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk Objek Pajak
tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan
perkembangan wilayah.

(6) Besamya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan oleh Bupati.

(7) Tarif PBB-P2 sebagai berikut:

a. 0,1% (nol koma satu persen) untuk NJOP sampai dengan
Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

b. 0,125% (nol koma seratus dua puluh lima persen) untuk
NJOP diatas Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

dengan
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sampai dengan Rpl.250.000.000,00 (satu miliar dua
ratus lima puluh juta rupiah);

c. 0,15% (nol koma lima belas persen) untuk NJOP diatas
Rpl.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh
juta rupiah) sampai dengan Rpl.500.000.000,00 (satu
miliar lima ratus juta rupiah);

d. 0,175% (nol koma seratus tujuh puluh lima persen) untuk
NJOP diatas Rpl.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus
juta rupiah) sampai dengan Rpl.750.000.000,00 (satu
miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

e. 0,2% (nol koma dua persen) untuk NJOP diatas
Rpl.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh
juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua
miliar rupiah);

f. 0,225% (nol koma dua ratus dua puluh lima persen)
untuk NJOP diatas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah);

g. 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) untuk NJOP
diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai
dengan RplO.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

h. 0,275% (nol koma dua ratus tujuh puluh lima persen)
untuk NJOP diatas RplO.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah).

(7) Tarif PBB-P2 berupa lahan produksi pangan dan temak
ditetapkan paling tinggi sebesar 0,09% (nol koma nol
sembilan persen) setiap tahun.

(8) Besaran NJKP dihitung dengan cara mengalikan peresentase
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan dasar

pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
setelah dikurangi NJOPTK, dengan rumus sebagai berikut:

NJKP = Persentase x (NJOP - NJOPTKP)

(9) Besaran persentase NJKP sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) adalah sebesar 100% (seratus persen).

(10) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau
ayat (7) dengan NJKP sebagaimana dimaksud pada ayat (8),
dengan rumus sebagai berikut:

Besaran Pokok PBB-P2= Tarif x NJKP.

(11) Apabila Wajib Pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) Objek
Pajak berupa Bumi dan/atau Bangunan, maka NJOPTKP
dikenakan untuk 1 (satu) Objek Pajak Bumi dan/atau
Bangunan.

(12) Penghitungan besaran pokok PBB-P2 dituangkan dalam
SPPT.

(13) Bupati memberikan insentif fiskal untuk daerah tertentu

yang sudah dilakukan penyesuaian kenaikan NJOP.

(14) Insentif fiskal sebagaimana pada ayat (13) ditetapkan
dengan keputusan Bupati.

PBB-P2

Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

(15) Pengenaan minimal ditetapkan sebesar
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Pasal 14

(1) Masa Pajak dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal
31 Desember pada tahun berkenaan.

(2) Penentuan Pajak yang terutang dilakukan berdasarkan
keadaan Objek Pajak pada tanggal 1 Januari.

Pasal 15

(1) Atas Bumi dan/atau Bangunan yang berada di kawasan
industri dan real estate yang dipergunakan untuk fasilitas
umum dan sarana sosial tidak dikenakan PBB-P2 apabila
memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. tanah dan/atau Bangunan tersebut nyata-nyata telah

digunakan sebagai fasilitas umum (jalan, berm, saluran
air hujan, jalur hijau, dan Iain-lain) dan/ atau sarana
sosial (tempat ibadah, kesehatan, pendidikan, dan lain-
lain), tidak termasuk dalam pengertian ini tanah
dan/atau bangunan yang telah direncanakan dalam site

plan sebagai fasilitas umum/ sarana sosial tetapi belum
dibangun atau belum selesai dibangun sehingga belum
dapat digunakan sebagai fasilitas umum/sarana sosial;

b. tanah dan/ atau Bangunan tersebut semata-mata

digunakan untuk kepentingan umum/sosial dan tidak
untuk mencari keuntungan; dan/atau

c. tanah dan/atau Bangunan tersebut dapat berstatus telah
diserahkan oleh pengelola kawasan industri maupun
pengelola real estate kepada Pemerintah Daerah.

(2) Untuk mendapatkan perlakuan pengenaan PBB-P2 atas
fasilitas umum/sarana sosial sebagaimana diatur pada ayat
(1), Wajib Pajak hams mengajukan permohonan kepada
Kepala Bapenda dengan disertai bukti surat-surat dan
keterangan gambar situasi yang diperlukan.

(3) Berdasarkan surat permohonan Wajib Pajak yang disertai
dengan bukti surat-surat dan keterangan gambar situasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bapenda
mengadakan Pemeriksaan Lapangan yang dituangkan
dalam berita acara Pemeriksaan Lapangan, untuk meneliti
dan memastikan terpenuhinya kriteria sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(4) Kepala Bapenda dalam mengadakan Pemeriksaan Lapangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat membentuk tim
yang ditetapkan dengan Keputusan Kep^a Bapenda.

Pasal 16

Setiap petugas yang melaksanakan kegiatan pendaftaran,
Pendataan dan penilaian wajib merahasiakan segala sesuatu
yang diketahuinya atau diberitahukan oleh Wajib Pajak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan.
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Bagian Ketiga
Prosedur Penerbitan dan Penyampaian SPPT

Paragraf 1
Prosedur Penerbitan SPPT

Pasal 17

(1) Kepala Bapenda atas nama Bupati menerbitkan SPPT.

(2) SPPT dicetak/diterbitkan berdasarkan data yang telah
tersedia pada basis data Pemerintah Daerah dan/atau
berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

(3) SPPT dapat diterbitkan melalui:
a. pencetakan massal;

b. pencetakan biasa dalam rangka :
1. pembuatan salinan SPPT;

2. penerbitan SPPT sebagai tindak lanjut atas keputusan
keberatan, pengurangan atau pembetulan;

3. tindak lanjut pendaftaran Objek Pajak baru; atau
4. mutasi objek dan/atau Subjek Pajak.

(4) Pencetakan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a dilaksanakan pada triwulan pertama tahun berjalan.

(5) Permohonan cetak salinan SPPT sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf b angka 1 disampaikan kepada Bapenda
melalui desa/kelurahan dengan persyaratan sebagai
berikut:

a. surat permohonan salinan SPPT ditandatangani oleh
desa/ kelurahan; dan

b. melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk, kartu
keluarga, atau identitas lainnya dari Wajib Pajak.

(6) Format surat permohonan salinan SPPT sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) huruf a tercantum dalam lampiran
IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 18

(1) SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak.
(2) SPPT berfungsi sebagai surat pemberitahuan pajak terutang

yang harus dibayar dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
(3) Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas,

khususnya penandatanganan SPPT, dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. cap dan tanda tangan cetakan untuk ketetapan sampai
dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan

b. cap dan tanda tangan basah untuk ketetapan lebih dari
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(4) Formulir SPPT terdiri dari informasi sebagai berikut;
a. bagian atas:

1. nomor serf formulir;

2. nama Pemerintah Daerah dan instansinya;
3. informasi berupa tuiisan

merupakan tanda bukti kepemilikan hak";
4. jenis Pajak;
5. NOPD;
6. letak Objek Pajak;
7. nama dan alamat Wajib Pajak;

SPPT PBB-P2 bukan
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8. nomor pokok Wajib Pajak;
9. luas Bumi dan/atau Bangunan;
10. kelas Bumi dan/atau Bangunan;

ll.NJOP per meter persegi (m^) Bumi dan/ atau
Bangunan;

12. total NJOP Bumi dan/atau Bangunan;
13. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2;
14. NJOP tidak kena Pajak;
15. NJKP untuk perhitungan PBB-P2;
16. PBB-P2 terhutang;

17. PBB-P2 yang hams dibayar;
18. tanggal jatuh tempo;
19. barcode;

20. tempat pembayaran; dan
21. penandatanganan.

b. bagian bawah:
1. barcode;

2. nama Wajib Pajak;
3. letak Objek Pajak;
4. NOPD;

5. SPPT tahun/Rp;
6. tanggal diterima;

7. tanda tangan; dan
8. nama terang.

(5) SPPT PBB-P2 dikelompokkan menjadi 5 (lima) buku daftar
himpunan ketetapan Pajak yaitu:

a. buku I jumlah pokok ketetapan Rp0,00 (nol rupiah)
sampai dengan RplOO.000,00 (Seratus ribu rupiah);

b. buku II jumlah pokok ketetapan Rp 100.001,00 (seratus
ribu satu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima
ratus ribu rupiah);

c. buku III jumlah pokok ketetapan Rp500.001,00 (lima
ratus ribu satu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00
(dua juta rupiah);

d. buku IV jumlah pokok ketetapan Rp2.000.001,00 (dua
juta satu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima
juta rupiah); dan

e. buku V jumlah pokok ketetapan di atas Rp5.000.000,00
(lima juta rupiah).

(6) Format dan isi SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 19

(1) Kepala Bapenda atas nama Bupati dapat memberikan surat
keterangan NJOP kepada Wajib Pajak sesuai permohonan
Wajib Pajak, dengan ketentuan;
a. SPPT PBB-P2 belum dicetak oleh Bapenda;
b. sebagai pengganti sementara SPPT dalam hal pengurusan

persyaratan administrasi yang membutuhkan adanya
SPPT; dan

c. surat keterangan NJOP dinyatakan tidak berlaku apabila
SPPT telah dicetak oleh Bapenda.

(2) Kepala Bapenda atas nama Bupati dapat memberikan
salinan SPPT atas permohonan Wajib Pajak.
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(3) Kepala Bapenda atas nama Bupati dapat memberikan surat
keterangan NJOP dan salinan SPFT.

(4) Format surat keterangan dan surat permohonan NJOP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Penyampaian SPPT

Pasal 20

(1) SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan:
a. buku I dan buku II sebagaimana dimaksud dalam Pasal

18 ayat (5) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada
Wajib Pajak melalui camat dan kepala desa/lurah,
dikecualikan bagi SPPT menara telekomunikasi dan
badan usaha milik negara; dan

b. buku III, IV dan buku V sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (5) huruf c, huruf d dan huruf e, dan SPPT
menara telekomunikasi dan/atau badan usaha milik

negara disampaikan kepada Wajib Pajak oleh Bapenda.
(2) Sebelum SPPT disampaikan pada Wajib Pajak dilakukan

kegiatan Pemeriksaan terhadap isi SPPT, yaitu meliputi:
a. Subjek Pajak;
b. Objek Pajak; dan/atau
c. NJOP.

Pasal 21

(1) Penyampaian SPW dilaksanakan pada triwulan pertama
tahun berkenaan setelah selesai pencetakan massal.

(2) Jangka waktu penyampaian SPPT selambat-lambatnya :
a. 5 (lima) hari keija dari camat ke kepala desa dan lurah;
dan

b. 25 (dua puluh lima) hari keija dari kepala desa/lurah
kepada Wajib Pajak.

Pasal 22

(1) Penyampaian SPPT oleh Bapenda kepada camat dituangkan
dalam berita acara yang dibuat rangkap 2 (dua), untuk
didistribusikan kepada:
a. Kepala Bapenda; dan
b. Camat.

(2) Berita acara penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dibuat oleh camat dalam rangkap 3 (tiga) untuk
didistribusikan kepada:
a. camat;

b. kepala desa/lurah; dan
c. Kepala Bapenda.

(3) Berita acara penyampaian SPPT PBB-P2 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus ditandatangani
oleh masing-masing pihak.

(4) Format berita acara penyampaian SPPT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
im.
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Pasal 23

(1) Wajib Pajak wajib menandatangani tanda bukti penerimaan
SPPT dan mencantumkan tanggal diterimanya SPPT
tersebut.

(2) Tanda bukti penerimaan SPPT sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan dasar dalam pelaksanaan penagihan.

(3) Tanda bukti penerimaan SPPT sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berada pada bagian bawah SPPT seianjutnya
disampaikan kepada kepala desa/lurah.

(4) Kepala desa/lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
menghimpun dan menyimpan tanda bukti penerimaan SPPT
yang diterima dari Wajib Pajak, kemudian dicatat dalam

daftar rekapitulasi penyampaian SPPT dan seianjutnya
disampaikan kepada camat.

(5) Daftar rekapitulasi penyampaian SPPT sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diserahkan ke Bapenda oleh camat
setiap hari kerja dengan menggunakan tanda terima
formulir SPPT.

Pasal 24

(1) SPPT yang tidak diterima atau tidak disampaikan kepada
Wajib Pajak oleh kepala desa/lurah harus dikembalikan
kepada Bapenda melalui camat dengan berita acara
pengembalian SPPT.

(2) SPPT yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disebabkan karena SPPT ganda atau Wajib Pajak
dan/atau penanggung Pajak tidak dapat ditemukan.

(3) Format berita acara pengembalian SPPT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Bagian Keempat
Prosedur Pembayaran dan Pengangsuran

Paragraf 1
Pembayaran

Pasal 25

(1) PBB-P2 yang terutang dibayar di Bank Persepsi atau tempat
lain yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Pembayaran PBB-P2 yang terutang dilakukan dengan
menggunakan SPPT/STPD dan/atau menunjukan NOPD
PBB-P2 yang telah diterima oleh Wajib Pajak.

(3) Penunjukan Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

(1) Pembayaran PBB-P2 terutang di Bank Persepsi yang
ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)
dilakukan dengan menggunakan layanan perbankan baik
secara tunai (teller bank) maupun non tunai.

(2) Pembayaran PBB-P2 tunai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila jumlah
rekening Wajib Pajak yang ada pada tempat pembayaran
elektronik telah berhasil didebet oleh Bank Persepsi.

secara non
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(3) Bukti pembayaran/penyetoran PBB-P2 yang diterbitkan di

tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dianggap sah sebagai STTS apabila telah dicantumkan
Approval Code.

(4) Tanda bukti pembayaran PBB-P2 yang terutang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan STTS
atau bukti pembayaran lain yang sah berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

(5) Tanda Bukti Pembayaran baik tunai (teller bank] maupun
tunai yang telah tercantum approval code dapat

ditukarkan dengan STTS di Bapenda.

(6) Format dan isi STTS sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

non

Pasal 27

(1) PBB-P2 yang terutang wajib dilunasi sebelum lewat tanggal
jatuh tempo pembayaran.

(2) Jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Pengangsuran Pembayaran

Pasal 28

(1) Kepala Bapenda atas permohonan Wajib Pajak setelah
memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan
persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur
pembayaran PBB-P2.

(2) Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan yang ditentukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Wajib Pajak Badan yang mengalami kesulitan likuiditas,

dibuktikan dengan menunjukkan besamya rasio aktiva
lancar terhadap utang lancar kurang dari 1 (satu) serta
melampirkan laporan keuangan tahun sebelumnya
dan/atau SPT tahunan Pajak penghasilan badan tahun
sebelumnya;

b. Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan
keuangan, dibuktikan dengan:

1. surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/lurah
dalam hal Wajib Pajak tidak menyelenggarakan
pembukuan; atau

2. menunjukkan besamya rasio aktiva lancar terhadap
utang lancar kurang dari 1 (satu) dalam hal Wajib Pajak
menyelenggarakan pembukuan dimaksud serta

melampirkan laporan keuangan tahun sebelumnya.
c. Wajib Pajak yang mengalami keadaan di luar

kekuasaannya, yang meliputi bencana alam, kebakaran,
huru-hara/ kerusuhan masal, atau keadaan lain

berdasarkan pertimbangan Bupati.
(3) Batas waktu pelunasan pengangsuran atas pembayaran

PBB-P2 terutang dapat diberikan paling lama pada tanggal
jatuh tempo.

(4) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan
pembayaran pokok Pajak yang ditunda disertai bunga
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sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah
Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan
dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(5) Pembayaran angsuran PBB-P2 dilakukan dengan
menggunakan SSPD PBB-P2.

(6) Format surat permohonan pengangsuran pembayaran dan
surat persetujuan pembayaran angsuran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran X yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Bagian Kelima
Prosedur Pelaporan

Pasal 29

(1) Pelaporan PBB-P2 dilaksanakan oleh Bapenda.
(2) Pelaporan PBB-P2 bertujuan untuk memberikan informasi

tentang realisasi penerimaan PBB-P2 sebagai bagian dari
pendapatan asli daerah.

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
SPPT, SSPD, dan dokumen lain yang sah dari bank tempat
pembayaran.

(4) Bapenda menerima laporan penerimaan PBB-P2 dari bank

tempat pembayaran paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh)
bulan berikutnya.

(5) Format pelaporan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Keenam
Prosedur Penagihan

Pasal 30

(1) Penagihan dilaksanakan melalui penetapan STPD, SKPDKB
dan/ atau SKPDKBT.

(2) STPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat diikuti dengan surat teguran dan/ atau
surat paksa.

(3) Sebelum surat teguran diberikan, dilakukan upaya persuasif
selama 1 (satu) bulan setelah jatuh tempo.

(4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diberikan 7 (tujuh) hari setelah dilakukan upaya persuasif.

(5) Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas,
khususnya penandatanganan STPD, dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. cap dan tanda tangan cetakan untuk tagihan sampai
dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan

b. cap dan tanda tangan basah untuk tagihan lebih dari
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 31

(1) Penetapan SKPDKB/SKPDKBT, dilakukan melalui tahapan:
a. Bapenda memeriksa SPPT, STPD, SSPD/STTS sebelum

lewat jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dibayar oleh
Wajib Pajak;
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b. terhadap SPPT, STPD, SSPD/STTS yang temyata kurang
bayar, Bapenda menetapkan SKPDKB/SKPDKBT; dan

c. Wajib Pajak menerima SKPDKB/SKPDKBT dan
membayarkan PBB-P2 terutang sesuai dengan prosedur
pembayaran PBB-P2.

(2) Penerbitan Surat Teguran, melalui:
a. STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan,

Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang
menyebabkan jumlah Pajak yang hams dibayar
bertambah merupakan dasar penagihan Pajak dan hams

dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
sejak tanggal diterbitkan;

b. dalam hal STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan
Banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada humf a, maka dalam waktu 1 (satu) bulan sejak hari
jatuh tempo Bapenda melakukan upaya persuasif kepada
Wajib Pajak agar melunasi PBB-P2 terutang;

c. setelah 1 (satu) bulan sejak hari jatuh tempo, atas
permohonan penundaan atau pembayaran PBB-P2 secara
mengangsur oleh Wajib Pajak yang disetujui, Bapenda
tetap melakukan upaya persuasif kepada Wajib Pajak agar
melunasi PBB-P2 terutang; dan

d. setelah 15 (lima belas) hari sejak jatuh tempo, atas
permohonan penundaan atau pembayaran Pajak secara
mengangsur oleh Wajib Pajak yang tidak disetujui,
Bapenda menerbitkan surat teguran.

(3) Format surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Mutasi, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan
dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Paragraf 1
Umum

Pasal 32

(1) Kepala Bapenda atas nama Bupati dapat membetulkan SPPT
dan STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan
tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan
penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

(2) Kepala Bapenda atas permohonan Wajib Pajak secara
jabatan dapat:
a. melakukan perubahan mutasi data objek/Subjek Pajak;
b. melakukan pembetulan SPPT/STPD yang salah;
c. membatalkan SPPT/STPD yang tidak benar;
d. mengurangkan SPPT/STPD; dan/atau
e. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif
PBB-P2 berupa bunga, denda dan kenaikan yang
dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan
karena kesalahan Wajib Pajak.
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(3) Dalam kondisi tertentu, Bupati dapat mengurangkan atau
menghapuskan sanksi administratif PBB-P2 berupa bunga
dan denda karena:

a. Subjek Pajak terkena bencana sosial dan/atau wabah
penyakit;

b. Objek Pajak terkena bencana alam seperti gempa bumi,
banjir, tanah longsor, atau sebab lain yang luar biasa
seperti kebakaran, kekeringan, wabah penyakit tanaman
ataupun hama tanaman; dan/atau

c. kondisi tertentu lainnya seperti program percepatan
penyelesaian piutang, pemberian stimulus untuk
meningkatkan perekonomian masyarakat dan peringatan
hari jadi Daerah.

(4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif PBB-
P2 berupa bunga dan denda dalam kondisi tertentu

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Mutasi

Pasal 33

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan mutasi/perubahan atas data
objek/ Subjek Pajak yang diakibatkan oleh jual-beli, waris,
hibah atau sebab lain yang mengakibatkan berubahnya
objek/Subjek Pajak.

(2) Pengajuan permohonan mutasi/perubahan objek/Subjek
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan
secara perorangan maupun kolektif dengan ketentuan:
a. mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa

Indonesia kepada Bupati melalui Kepala Bapenda;
b. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan
dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan
Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa;

c. mengisi SPOP dan/atau LSPOP dengan jelas, benar, dan
lengkap serta ditandatangani;

d. permohonan kolektif diajukan untuk SPPT dengan
ketetapan tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu
rupiah);

e. melampirkan asli SPPT tahun beijalan;
f. telah melunasi PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir; dan
g. melampirkan bukti pendukung sebagai berikut:

1. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas lainnya
dari Wajib Pajak; dan

2. surat tanda bukti hak atas bumi dan/atau bangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b.

permohonan
objek/Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Format formulir mutasi / perubahan
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Paragraf 3
Pembetulan SPPT

Pasal 34

(1) Dalam hal SPPT telah disampaikan kepada Wajib Pajak dan
ditemukan kesalahan seperti nama Wajib Pajak, alamat,
luasan Objek Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan
permohonan pembetulan kepada Bapenda.

(2) Atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bapenda melakukan verifikasi dan pembetulan.

(3) Verifikasi dan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak
diterimanya pengajuan/permohonan dari Wajib Pajak.

(4) Permohonan pembetulan SPPT, STPD dan SKPDLB PBB-P2

dapat diajukan secara perorangan maupun kolektif dengan
ketentuan;

a. permohonan pembetulan secara perorangan harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1
(satu) surat keputusan atau surat ketetapan;

2. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia

disertai alasan yang jelas;
3. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda;
4. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak,
dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh
bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat
Kuasa;

5. mengisi SPOP dan/atau LSPOP dengan jelas, benar dan
lengkap serta ditandatangani, untuk kesalahan ZNT
dan kesalahan nama Wajib Pajak atau alamat objek
atau Subjek Pajak, sedangkan untuk kesalahan yang
disebabkan karena kekeliruan memasukkan data tidak

perlu mengisi SPOP dan/atau LSPOP; dan
6. melampirkan bukti pendukung sebagai berikut:

a) asli SPPT/STPD/SKPDLB tahun berkenaan;
b) telah melunasi PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir;
c) fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas

lainnya dari Wajib Pajak; dan
d) surat tanda bukti hak atas Bumi dan/ atau
Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (4) huruf c.

b. permohonan pembetulan secara kolektif harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
1. diajukan untuk SPPT tahun Pajak yang sama dengan
Pajak yang terutang untuk setiap SPPT dengan
ketetapan tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus
ribu rupiah);

2. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia
disertai alasan yang jelas;

3. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda;
4. diajukan melalui kepala desa/lurah setempat;
5. mengisi SPOP dan/atau LSPOP dengan jelas, benar dan

lengkap serta ditandatangani, untuk kesalahan ZNT
dan kesalahan nama Wajib Pajak atau alamat objek
atau subjek saja, sedangkan untuk kesalahan yang
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disebabkan karena kekeliruan memasukkan data tidak

perlu mengisi SPOP dan/atau LSPOP; dan
6. melampirkan bukti pendukung sebagai berikut:

a) asli SPPT/STPD/SKPDLB tahun berkenaan;
b) telah melunasi PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir;
c) fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas

lainnya dari Wajib Pajak; dan
d) surat tanda bukti hak atas bumi dan/ atau
bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (4) huruf c.

c. Pembetulan SPPT secara kolektif dapat dilakukan secara
Sistem Daring dengan cara melalui website
layananpbb. kotimkab. go. id

d. tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk
memproses surat permohonan adalah:
1. tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal
disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak; dan

2. tanggi stempel pos, dalam hal surat permohonan
disampaikan melalui pos.

(5) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan
yang bersifat manusiawi tidak mengandung persekongkolan
antara Fiskus dan Wajib Pajak, berupa kesalahan tulis,
kesalahan hitung, kekeliruan penerapan ketentuan tertentu
dalam peraturan perundang-undangan terhadap surat
keputusan atau surat ketetapan sebagai berikut:
a. SPPT;
b. STPD;
c. surat keputusan pemberian pengurangan;
d. surat keputusan pengurangan sanksi administratif;
e. Surat Keputusan Pembetulan;
f. Surat Keputusan Keberatan;
g. surat keputusan pemberian imbalan bunga; dan
h. surat keputusan pengurangan sanksi administratif, surat
keputusan penghapusan sanksi administratif, surat
keputusan pengurangan ketetapan pajak, atau surat
keputusan pembatalan ketetapan pajak.

(6) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), dianggap
bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dapat
dipertimbangkan.

(7) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda harus
memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau

kuasanya.
(8) Format formulir permohonan pembetulan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
lampiran XIV yang merup^an bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

SPPT
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Paragraf 4
Pembatalan

Pasal 35

(1) Pembatalan atas SPPT/STPD dapat dilakukan apabila
SPPT/STPD tersebut tidak benar dan seharusnya tidak
diterbitkan.

(2) Ketidakbenaran SPPT/STPD sebagaimana dimaksud pada
ay at (1) meliputi;
a. data ganda Objek Pajak; dan/atau
b. Objek Pajak tidak ditemukan.

(3) Pengajuan permohonan pembatalan SPPT/STPD PBB-P2
dapat diajukan secara perorangan/kolektif dengan
persyaratan:

a. surat permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia;

b. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda;
c. permohonan kolektif diajukan untuk SPPT dengan

ketetapan tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu
rupiah);

d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan
dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan
Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa;

e. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas lainnya dari
Wajib Pajak;

f. asli SPPT tahun yang berkenaan; dan

g. khusus permohonan pembatalan secara kolektif dengan
alasan objek tidak ada melampirkan surat pemyataan
dari kepala desa/lurah yang menyatakan bahwa Objek
Pajak yang dibatalkan tersebut tidak akan diajukan
pendaftaran objek pajak baru, baik atas nama wajib pajak
semula maupun atas nama wajib pajak lain.

Paragraf 5
Pengurangan Ketetapan

Pasal 36

(1) Pengurangan ketetapan SPPT/STPD dapat diberikan kepada
Wajib Pajak dengan ketentuan:

a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada
hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau karena
sebab-sebab tertentu lainnya; dan/atau

b. dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab
lain yang luar biasa.

(2) Kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan
Subjek Pajak dan/ atau karena sebab-sebab tertentu

lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  a untuk:
a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi:

1. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi, veteran
pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan,

penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/
dudanya, masyarakat di bawah garis kemiskinan yang
terdaftar dalam Basis Data Terpadu;

2. Objek Pajak berupa lahan pertanian/perikanan/
petemakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib
Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
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3. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang
penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan,
sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi;

4. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang
berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar
PBB-P2 sulit dipenuhi; dan

5. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang
berpenghasilan rendah yang NJOP per meter perseginya
meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak
positif pembangunan.

b. Wajib Pajak Badan meliputi Objek Pajak yang Wajib
Pajaknya adalah Wajib Pajak Badan yang mengalami
kerugian dan kesulitan likuiditas tahun Pajak sebelumnya
sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.

(3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, meliputi
gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan,
angin topan dan tanah longsor.

(4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman
dan/atau wabah hama tanaman.

Pasal 37

(1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36

diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB-P2 yang terutang
yang tercantum dalam SPPT.

(2) PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SPPT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah pokok Pajak ditambah
dengan sanksi administratif.

(3) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah
diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan untuk
sanksi administratif.

(4) Format formulir permohonan pengurangan/pembatalan
perorangan dan kolektif tercantum dalam lampiran XV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 38

Pengurangan ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
dapat diberikan:

a. sebesar 100 % (seratus persen) dari PBB-P2 yang terutang
dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
36 ayat (2) huruf a angka 1;

b. sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-
P2 yang terutang dalam kondisi tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a angka 2, angka 3,
angka 4 dan/atau angka 5, atau Pasal 32 ayat (3) huruf c; dan

c. sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB-P2 yang
terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau
sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4).
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Paragraf 6
Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 39

(1) Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi
administratif diajukan secara perseorangan/kolektif.

(2) SPPT/STPD yang telah diajukan permohonan penghapusan
atau pengurangan sanksi administratif tidak dapat diajukan
kembali.

(3) Bentuk formulir permohonan penghapusan atau
pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XVI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
mi.

Pasal 40

(1) Bupati dapat memberikan penghapusan atau pengurangan
sanksi administratif berupa mengabulkan seluruhnya atau
sebagian atau menolak.

(2) Keputusan Bupati terhadap sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil
pemeriksaan.

Bagian Kedelapan
Prosedur Keberatan dan Banding

Paragraf 1
Keberatan

Pasal 41

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati
melaiui Kepala Bapenda atas:
a. penetapan sebagai Wajib Pajak; dan
b. SPPT.

(2) Pengajuan keberatan atas SPPT sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam hal:
a. Wajib Pajak menganggap luas objek Bumi dan/ atau
bangunan, klasifikasi atau NJOP Bumi dan/ atau
Bangunan yang tercantum dalam SPPT tidak sesuai
dengan keadaan sebenamya; dan

b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-
undangan PBB-P2 antara Wajib Pajak dengan Fiskus.

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diajukan secara perorangan untuk SPPT.

(4) Format formulir permohonan keberatan atas pajak
terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam lampiran XVII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

(1) Bupati melaiui Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling
lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat pengajuan
keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1)
diterima, harus menetapkan keputusan atas keberatan yang

diajukan berdasarkan berita acara Pemeriksaan.
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(2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau
penjelasan tertulis sepanjang Surat Keputusan Keberatan
belum diterbitkan.

(3) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,
menolak atau menambah besamya Pajak yang Terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
telah lewat dan Bupati melalui Kepala Bapenda tidak
memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan
dianggap dikabulkan.

(5) Penetapan keputusan atas keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala
Bapenda.

(6) Formulir berita acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XVIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
mi.

Pasal 43

(1) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar
PBB-P2 yang terutang dan pelaksanaan penagihan Pajak.

(2) Dalam hal keputusan keberatan menyebabkan perubahan
data dalam SPPT Kepala Bapenda menerbitkan SPPT baru
berdasarkan keputusan keberatan tanpa merubah saat
jatuh tempo pembayaran.

(3) SPPT baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bisa
diajukan keberatan.

Paragraf 2
Banding

Pasal 44

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya
kepada Pengadilan Pajak terhadap Surat Keputusan
Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban
membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal
penerbitan Putusan Banding.

Bagian Kesembilan
Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 45

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran PBB-P2 kepada Bupati melalui
Kepala Bapenda dalam hal:
a. PBB-P2 yang dibayar temyata lebih besar dari yang

seharusnya terutang;
b. dilakukan pembayaran PBB-P2 yang tidak seharusnya

terutang; dan
c. terutang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf
b adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi
administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang
tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat
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sejenisnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan
perpajakan.

(2) Kelebihan pembayaran PBB-P2 dapat terjadi karena:
a. perubahan peraturan;

b. surat keputusan pemberian pengurangan;
c. surat keputusan penyelesaian keberatan;
d. kesalahan penetapan;
e. kekeliruan pembayaran; dan
f. keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum

tetap.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan dengan melampirkan sekurang-kurangnya :
a. SPPT dan STTS/SSPD asli; dan
b. STPD.

(4) Bupati melalui Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling
lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat
permohonan pengembalian dari Wajib Pajak, menerbitkan:
a. SKPDLB, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar temyata

lebih besar dari yang seharusnya terutang;
b. SKPDN, apabila jumlah PBB-P2 sama dengan jumlah
PBB-P2 yang seharusnya terutang; dan

c. SKPDKB, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata
kurang dari jumlah PBB-P2 yang seharusnya terutang.

(5) Pengembalian kelebihan PBB-P2 dilakukan dalam jangka
waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya
SKPDLB.

(6) Penerbitan SKPDLB, SKPDN dan SKPDKB sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dapat dilimpahkan kepada Kepala
Bapenda.

(7) Formulir permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

(1) Kelebihan pembayaran PBB-P2 diperhitungkan terlebih
dahulu dengan utang Pajak lainnya.

(2) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas
kelebihan pembayaran PBB-P2, kelebihan tersebut dapat
diperhitungkan dengan Pajak yang akan terutang.

(3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dilakukan dengan pemindahbukuan.

Bagian Kesepuluh
Prosedur Penentuan Kembali dan Penundaan Tanggal/

Saat Jatuh Tempo

Pasal 47

(1) Bupati atas permintaan Wajib Pajak dapat menentukan
kembali tanggal/saat jatuh tempo pembayaran dikarenakan
keterlambatan diterimanya SPPT.

(2) Bupati atas permintaan Wajib Pajak dapat menunda
tanggal/saat jatuh tempo pengembalian SPOP karena sebab-
sebab tertentu.
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(3) Penentuan kembali tanggal/saat jatuh tempo pembayaran
dan menunda tanggal/saat jatuh tempo pengembalian SPOP
atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Kepala
Bapenda.

(4) Formulir permohonan penundaan tanggal jatuh tempo
pembayaran SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
permohonan tanggal jatuh tempo pengembalian SPOP
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Informasi

Pasal 48

Wajib Pajak dapat memperoleh informasi yang berhubungan
dengan pelaksanaan PBB-P2.

BAB III
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 49

(1) Bupati dapat menghapuskan piutang Pajak dikarenakan
tidak bisa tertagih dan/ atau sudah kedaluwarsa.

(2) Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan
usulan Kepala Bapenda.

(3) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) paling sedikit memuat:
a. nama dan alamat Wajib Pajak;
b. jumlah piutang Pajak;
c. Tahun Pajak; dan

d. alasan penghapusan piutang Pajak.

(4) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. SPPT;
b. STPD; dan

c. Surat Keputusan Pembetulan, Keberatan dan Putusan

Surat Keputusan Banding, yang menyebabkan jumlah
Pajak yang harus dibayar bertambah.

(5) Piutang Pajak Wajib Pajak orang pribadi yang menurut data
tunggakan PBB-P2 tidak dapat atau tidak mungkin ditagih
lagi disebabkan:

a. Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak dapat
ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak
meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli
waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;

b. Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak
mempunyai harta kekayaan lagi;

c. tidak ditemukan alamat pemiliknya karena Objek Pajak
sudah tutup;

d. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa;
atau

e. Wajib Pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain,
seperti Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau
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dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak
lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan
keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana
alam, kebakaran dan lain sebagainya.

(6) Piutang Pajak Wajib Pajak Badan yang menurut data
tunggakan PBB-P2 tidak dapat atau tidak mungkin ditagih
lagi disebabkan:

a. bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi,
komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak
lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau
likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;

b. Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak memiliki
harta kekayaan lagi;

c. penagihan Pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan
penyampaian salinan surat paksa kepada pengurus,
direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan
niaga, baik secara langsung maupun dengan
menempelkan pada papan pengumuman atau media
massa;

d. hak untuk melakukan penagihan Pajak sudah
kedaluwarsa; atau

e. sebab lain sesuai hasil pemeriksaan.

Pasal 50

(1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang Pajak
yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), wajib
dilakukan Pemeriksaan setempat atau Pemeriksaan
administrasi oleh Bapenda yang hasilnya dibuat uraian
Pemeriksaan.

(2) Uraian Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak dan piutang
Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan
besamya piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan
diusulkan untuk dihapus.

(3) Piutang Pajak hanya dapat diusulkan untuk dihapus setelah
adanya uraian Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(4) Bapenda menyusun daftar usulan penghapusan piutang
Pajak berdasarkan uraian Pemeriksaan dan menyampaikan
daftar usulan dimaksud kepada Bupati.

BAB IV
PEMERIKSAAN

Pasal 51

(1) Kepala Bapenda berwenang melakukan Pemeriksaan untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB-P2
dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

(2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban PBB-P2 dapat dilakukan dalam hal:
a. terdapat indikasi Wajib Pajak tidak melaporkan objek

pajaknya dengan benar; dan
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b. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran PBB-P2 selain permohonan karena
keputusan keberatan, putusan banding, putusan
peninjauan kembali, keputusan pengurangan,
keputusan lain,
pembayaran PBB-P2.

(3) Ruang lingkup Pemeriksaan meliputi Pemeriksaan atas 1

(satu) Tahun Pajak beijalan dan/atau tahun sebelumnya.

Pasal 52

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
di lakukan dengan cara:
a. Pemeriksaan Kantor dan/atau
b. Pemeriksaan Lapangan.

(2) Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling
lama 2 (dua) bulan yang dihitung sejak tanggal diterbitkan
SP2 sampai dengan tanggal LHP ditandatangani.

(3) Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu
paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal
diterbitkan SP2 sampai dengan tanggal LHP ditandatangani.

(4) Jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3) diselesaikan dengan memperhatikan
jatuh tempo pemberian keputusan atas permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran.

atau

yang mengakibatkan kelebihan

Pasal 53

(1) Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam bentuk LHP dan
didokumentasikan dengan baik.

(2) LHP digunakan sebagai dasar penerbitan:
a. SPPT; dan
b. SKPDLB.

(3) Format LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam lampiran XXI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

(1) Terhadap Objek Pajak yang tidak/belum dibayar pajaknya
oleh Wajib Pajak sampai batas waktu yang telah ditetapkan
dapat dilakukan penempelan stiker dan/atau pemasangan
banner yang menyatakan bahwa "Tanah dan Bangunan
Belum Dilunasi PBB-P2 nya".

(2) Bentuk stiker dan/ atau banner sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XXII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.
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BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 6 r^ei 2024

BUPATUCUXAWARINCJIN TIMUR

INNOR

iih-

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 6 ei

SEKREtA ̂
KABUPATE

IS DAE

2024

RAH

TAWARINGIN TIMUR,

FAJRUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024
NOMOR



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

TAHUN 2024

FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAN
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

A. SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP)

PEMERJNTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

BADAN PENDAPATAN DAERAH
H6 KKiraJaT.

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP)

II- Beri tanda centang (^) pada kolom yang sesuaii. Diisi oleh Wajib Pajak. kecuaii bagidn yang diarsir

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

l. JEWS TRANSAXSI 1. P«r«Ium»n Data 3. Pcr^haptKuin 0ats2. P«mutahir*n Data

HO.URUT KOoemUDfSA ●iOKfR CAS uc

2. NOP INcmor OBjHc P«^k) 6 2 0 2

a. NOPBCRSAMA 6 2 0 2

A. INFORMASl UNTUK DATA BARU

CODEPR CAS KC.I/DI&A eiOKkIC NO.URUT KetJTJ'.n .●

4. NOP INDUK 6 2 0 2

5. NO.SPPTLAMA

B. DATA LETAK OBJEK PAJAK

(Isi So&uai Surat Tanah / Aiamat Tanah Torbaru)

6, NAMA JALAN fc SOMOS/CAV/BLOK

7. NAMAD£SA/KELUaAHAN 9 av*.' iO RT I*?, SI«iT>HjfcT ; PiRS,.

C. DATA WAJIB PAJAK

(Isi Sesuai Data KTP Wajib Pajak)

11 status 1  Pern. » ●  PcovTAia S Sc^Rkcla3 Pc-rgrlo'-a 1 Pcnitai

IX PEKtaJAAM 1  PNS* 2 T?<VPOLai* 3 Prfiwunar)* 5 L»mr.>a■J 6acl4n/5nitan-.i

13 NAMA W.\JiaPAlAK SPA?

:s NAMAJAL.*-N l-i NOS^Oa/CAV/BLQc

1’ NAMA DJSA/KELUaAHAS ;i aw ;? RT kOOf POS

KABUPA7CS / kOTAMADTA

il NIK [NOMOR C7PJ

D. DATA TANAH

misiOtehP«t»«»s

32 LUAS TAUAM ZanjiNituTjran■'rrctcf pe-'ics ;

□ j  I-I. Fai-IitaiTanah * 1. Niiat24 STATUS kav- S>ap

Ban^un

J Tanah

kovof-KBan^i;nan iRp
2. Pakaf / PcfMiM

Catalan * yang ocnghai ’-annya ic.-nata frata t>craial da?i j;3,; atau uat\5 penvun

:-tie : .’.x
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E. DATA BANGUNAN

lUMtAH eANGl>NAN

f. PERNYATAAN WAJIB PAJAK

Saya menyatakan bahwa informaii yang tetah saya bafthao dalam formui«r ini tefmasuk lampirannya adaiah benar. j^rfai dan lengkap manofut

keadaan ya^g iabenarnya. tewai pa&al 9 ayat ̂2) Undang-undang No. 12 T^un 1985

» NAMAWAilS PAJAK/KUASANTA 27 TAHGCAl. PCNrrCftJUiAN 27 TANDA TANGAN

TGI 8LN TAHUN

Daiam hat bertmdak s«4aku kua&a. Surat Kuasa harap dilampirkan.

Oalam hal wajib pajak mendattarkan i«nd«/i obfCk paifak., supaya menggambartian iketi/donah lokasi ob)ak pajak

BMas waktu pengambaiian SPOP 30 (!iga puiuh ban) tfaterrma oteh subjak pa^k &esua« paul 9 ayat |2) UU Nomot 12 tahun 1985.

G. iOENTlTAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG

29 TAMGGAk frCL-eiN-THN)

SB TANOATANGAN

33 TANGGAL (TGL-81N THN}

M TANOATANCAN

u.namaaus tt MAMAJELAS

32. WP M NfP

M. SKETS / DENAH / PETA LOKASI OBJEK PAJAK

CantonKETERANGAN ;

' Gambar sket/denah/peta lokasi obiek pajak (tanpa skalaj yang tfihubungian

fAtan taya. jatan protokol, itngkungan dan laan-tarn yang mudah
dikrtahui umum

■ Sabutkan batas-batas pemtikan tcbeUh utara. s«iatan. timur dan tuirat

* Sabutkan Jar^ tcmpuh manuju lokasi dan iru»p b«lokan >at»n dsn fMlsn raya

atau )alan betar yar^ cnudah diketahui umum tampat ka lokau ob^k pa>ak

UTAPA

LOCASi

111 9
*
5*“

A h Mm OnMnta* t
^ r~

? * a
£80On
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B. LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (LSPOP)

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK No. Formuirr

1. JENIS TRANSAKSI 1. Perekaman Data 2. Pemutakhiran Data 3. Penghapusan Data

4. Penilalan individual

PR DT. il KEC KEL/DES BLOK NO URUTKODE 3. JUMLAH BNG

4. BANGUNAN KE2. NOP

A. RINCIAN DATA BANGUNAN

5. JNS PENGGUNAAN
BANGUNAN

1. Perumahan

4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko

7. HotelA/Visma

10. Lain-iain

13. Apartemen

16. Gedung Sekolah

2. Perkantoran Swasta 3. Pabrik

5. Rumah Sakit/Klinik 6. Olah Raga / Rekreasi

^8. Bengkel/Gudang/Pertanian ^9. Gedung Pemerintah

_ 11. Bng Tidak Kena Pajak

_ 14. Pompa Bensin

12. Bangunan Parkir

15. Tangki Minyak

6. LUAS BANGUNAN 7. JUMLAH LANTAI
(m^)

8. THN DIBANGUN

9. THN DiRENOVASI 10. DAYALISTRIK

TERPASANG (WATT)
__ 3. Sedang 4. J11. KONDiSI PADA

UMUMNYA
_| 1. Sangat 2. Baik elek

Baik

1. Baja12. KONSTRUKSI 2. Beton 3. Batu Bata 4. Kayu

4. Asbes13.ATAP 1. Decrabon
Beton

Gtg Glazur

1. Kaca
Aluminium

2. Gtg Beton/
Aluminium

3. Gtg Beton/
Sirap

5. Seng

^ 2. Beton14. BINDING 5. Seng3. Batu Bata/
Conbiok

6. Tidak
ada

Binding

4. Asbes

15. LANTAI 1. Marmer 5. Semen2. Keramik 3. Teraso 4. Ubin PC/

Papan

16. LANGIT-LANGIT 1. Akustik 2. Triplek/
Asbes
Bambu

3. Tidak Ada
Jati

B. FASILITAS

17. JUMLAH AC Split Window 18. AC SENTRAL 1. Ada 2. TdkAda

19. LUAS KOLAM

RENANG (m^)
20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (m')

I  I I I I Ringan

I  I M I Sedang

Be rat

dengan Penutup
Lantai

1. Diplester 2. Dengan
Peiapis

21. JUMLAH
LAPANGAN
TENIS

22. JUMLAH LIFT

I Penumpang

 Kapsul

 Barang

23. JUMLAH TANGGA
BERJALAN

DGN LAMPU TNP LAMPU

Beton

Aspa!

Tanah Liat/

Rumput

Lbr < 0,80 m

Lbr > 0,80 m

1.Ada[]2. TdakAda

1. Ada

1. Ada

2. TdakAda

2. TdakAda

24. PANJANG PAGAR 25. PEMADAM

KEBAKARAN n-i
1. Hydrant

2. Sprinkler

3. FireAl

(m)

BAHAN PAGAR | | 1. Baja/Besi | | 2. Bata/Batako

26. JML SALURAN
PES. PABX

27. KEDALAMAN SUMUR

ARTETiS (m)
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C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB = 3/8

J PABRIK/BENGKEL/GUDANG/PERTANIAN (JPB = 3 / 8 )

28. TINGGl KOLOM (m)

30. DAYA DUKUNG

LANTAl (Kg/m")

29. LEBAR BENTANG

(m)

 (m)

31. KELILING DINDING 32. LUAS MEZZANINE

(m")

D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON - STANDARD

_J PERKANTORAN SWASTA/ GEDUNG PEMERINTAH ( JPB = 2/9 )

33. KELAS BANGUNAN 1. Kelas 1 2. Kelas 2 3. Kelas 3 4. Kelas 4

TOKO / APOTIK / PASAR / RUKO ( JPB = 4 )

34. KELAS BANGUNAN 1. Kelas 1 2. Kelas 2 3. Kelas 3

RUMAH SAKIT/ KLINIK ( JPB = 5 )

35. KELAS BANGUNAN

36. LUAS KMR DNG

AC SENTRAL (m")

1. Kelas 1 2. Kelas 2 3. Kelas 3 _| 4. Kelas 4

37. LS RUANG LAIN DNG

AC SENTRAL (m")

_J OLAH RAGA/ REKREASI ( JPB = 6 )

38. KELAS BANGUNAN 1. Kelas 1 2. Kelas 2

HOTEL/WISMA(JPB = 7)

39. JENtS HOTEL

40. JML BINTANG

1. Non-Resort 2. Resort

_| I.BintangSj | 2. Bintang 4 j { 3. Bintang 3 4. Bintang 1&2 5. Non

Bintang
41. JUMLAH KAMAR 42. LUAS KMR DNG

AC SENTRAL (m")
43. LS RUANG LAIN DNG

AC SENTRAL (m")

J BANGUNAN PARKIR ( JPB = 12 )

44. TIPE BANGUNAN 1.Tipe4 _ 2. Tipe 3 Q 3. Tipe 2 4. T»pe 1

APARTEMEN ( JPB = 13 )

45. KELAS BANGUNAN[^
46. JML APARTEMEN F

1. Kelas 1 2. Kelas 2

47. LUAS APT DNG

AC SENTRAL (m")

3. Kelas 3 _J 4. Kelas 4
48. LS RUANG LAIN DNG

AC SENTRAL (m")

TANGKI MINYAK ( JPB = 15 )

49. KAPASITAS TANGkOZ 1. Di Atas
Tanah

2. Di Bawah
Tanah

50. LETAK TANGKI
(m")

GEDUNG SEKOLAH ( JPB = 16 )

51. KELAS BANGUNAN 1. Kelas 1 2. Kelas 2

E. PENILAIAN INDIVIDUAL ( X 1.000 Rp.)

52. NILAI SISTEM 53. NILAI INDIVIDUAL

F. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG

54. TGL KUNJUNGAN
KEMBALI

55. TGL PENDATAAN

/ /

/ / 59. TGL PENDATAAN / /

56.TANDATANGAN

57. NAMA JELAS _

58. NIP Mi l l '

60. TANDATANGAN

61. NAMA JELAS _

62. NIP M M j

.WARINCilN TIMUR,BUPATW

JKINNOR



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN OBJEK/SUBJEK PAJAK

Sampit,, 202
Nomor

Lampiran
Perihal

202__,

Pendaftaran Objek/Subjek PBB-P2 Tahun 202

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Kotawaringin Timur
di-

SAMPIT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Wajib Pajak  :

Alamat Wajib Pajak :

■|a,w H
c/2

Mohon Pendaftaran Objek/Subjek Pajak yang terletak di:
Jaian  :

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten/Kodya  ;

Nama Wajib Pajak  :

Alamat Wajib Pajak :

cs <s

i =«3 CO

< w
●a
3 <9
to ^o

CO CO

●«3 ft.
CO

CO

Sebagai bahan pertimbangan, Bersama ini kami lampirkan:
1. Fotocopy KTP / Kartu Keluarga Wajib Pajak;
2. Fotocopy bukti kepemilikan tanah (Sertlfikat/SKT);

Melampirkan Foto bangunan (jika ada bangunan);
4. Surat Kuasa Asli jika dikuasakan (lampirkan KTP yang dikuasakan);
5. Surat Keterangan
6. No. Telp/HP  :

Surat Pemyataan Bahwa Objek Pajak yang didaftarkan telah sesuai kepemdikannya
dan tidak dalam sengketa.

3.

7.

8.
Demikian atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wajib Pajak / Kuasanya

BUPAffig^WARlNGlk TIMUR,

:kinnor



LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR ̂

TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

TAHUN 2024

PENULISAN NOMOR OBJEK PAJAK (NOP)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR

SURAT PTMBERITAUl AN PAJAK TTRIlin^ANC
PAJAK HI Ml DAN BANUl NAN TAHUN

NOP;

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 181 2 3 4 5 6 7
I

KODK PROPINSI

^ KODE KABUPATEN+ +

♦ KODR KECAMATAN

KODE DESA/KELUHAHAN

^ KODE BLOK

NOMOR URUT DAUM 8ATU ULOK

-  . KODE KHUSUS ( SUUAH SISMIOP/
BELUM SISMIOP)

Ih^l 1 dAn 2

Ditut 3 dMii 4

r>i^t 5,6 dan 7

Digit 8.9 iO

Digit 11,12 dun 13

Digit I4.15»i6<laii 17

Dign 18

Kode pTi>}miu

Kode KahupAtrn

Kode Ket-umuLtai

Kode I>e«a/Kehimhnn

Kode Hlok

Kode Unit Ob>ek

Tanda Khumis (Sudah/liclum Sismiopi

m

BUPAILKQTAWARINQIN TIMUR,

NOR



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

FORMAT PERMOHONAN CETAK SALINAN SPPT PBB P2

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
KECAMATAN

KANTOR KEPALA DESA/KELURAHAN
Ji

e-mail :

Sampit,

Nomor :

Sifat

Lampiran : -
Perihal : P

: Penting

ermohonan Cetak Salinan SPPT

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur
di -

SAMPIT

Dengan hormat,

Dengan ini kami Pemerintah Desa/Kelurahan 

mengajukan Permohonan Cetak Salman SPPT kepada Kepala Badan Pendapatan

Dengan data sebagaiDaerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun
berikut:

Nama

NOP

NIK

Dikarenakan SPPT yang sudah diterima atas nama orang tersebut diatas

hilang. Selanjutnya SPPT tersebut akan digunakan untuk proses

Demikian Surat Permohonan ini kami buat, atas kesediannya kami
sampaikan terima kaslh.

KEPALA DESA/LURAH

BUR SaCAWARINGlN TIMUR,

H. OR

\



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR ZZ TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
BADAN PENDAPATAN OAERAH SPPT PBB

BUKAN MERUPAKAN BUKTt KEPEMIUKAN HAK

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN

AKUN :

NOP:

NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAKLETAK OBJEK PAJAK

NIK:

OBJEK PAJAK LUAS (M2) KELAS NJOP PER M2 (Rp.) TOTAL NJOP (Rp.)

NJOP Sebagai Dasar Pengenaan PBB =

NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) -

NJKP untuk Perhitungan PBB =

PBB yang Terhutang =

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp.)

TANGGAL JATUH TEMPO :

TEMPAT PEMBAYARAN :
KEPALAB/^AN

NAMAWP

Letak Objek Pajak

Diterima Tanggai ;

Tanda Tangan; Kecamatan

Desa/Kelurahan

NOP )(.
SPPTTahun/Rp. Nama Terang

BUR .WARINGIN TIMUR,

\-

NNOR
/●



LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

SURAT KETERANGAN DAN SURAT PERMOHONAN NJOP

A. SURAT KETERANGAN NJOP

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Jend. A. Yani No. 14A, Mentawa Baru Ketapang, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah 73422

Teiepon (0531) 31666, Faksimile (0531) 31666
Laman bappenda.kotimkab.go.id, Pos-el baDDenda@kotimkab.Qo.id

SURAT KETERANGAN NJOP
NOMOR:

Yang bertanda tangan dibawah ini:
1. Nama
2. NIP

3. Jabatan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Pasal 13
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah dengan ini disampaikan bahwa sesuai basis data PBB-P2 di Badan
Pendapatan Daerah atas objek pajak:
Nomor Objek Pajak
Jenis Objek Pajak
Jenis Penggunaan
Letak Objek Pajak
Diperoleh data sebagai berikut:
Luas Bumi :

Luas Bangunan :
NJOP Bumi ;

NJOP Bangunan :

mmciricEncirimiiD

M2
M2

M2 X Rp
M2 X Rp

/M2 =
/M2 =

Rp
Rp

NJOP Keseluruhan

Terbilang (
Nama Wajib Pajak
Alamat Wajib Pajak
Desa/Kelurahan
Kecamatan

Kab./Kota

Rp

J1 RT. RW

NJOP PBB-P2 adalah sebagai dasar pengenaan dalam menghitung PBB-P2 yang terutang dan
bukan sebagai dasar nilai transaksi.

Demikian Surat Keterangan NJOP ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya. Apabila
dikemudian hari terdapat kekeUruan akan dibetulkan dan ditindaklanjuti sesuai dengan
ketentuan berlaku.

Dibuat di

Pada tanggal
: Sampit

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur
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B. SURAT PERMOHONAN NJOP

Nomor

Lampiran
Perihal Permohonan Surat Keterangan

NJOP PBB-P2 tahun

Kepada,

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Kotawaringin Timur
di-

SAMPIT

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama

No. KTP

Alamat
U-U1 1 1 1 1 1M mn npwpd i i i i i i i i i i inn
Jin. No Telp

Kecamatan..

RT. RW

Desa/ Kelurahan*)

Kabupaten/ Kota

Sebagai wajib pajak/kuasa wajib pajak *) PBB-P2 atas objek pajak yang terletak di:
Alamat Jin No RT RW,

Desa / Kelurahan*)

Kabupaten

(khusus untuk Objek Pajak yang sudah terdaftar pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Kotawaringin Timur):

No. SPPT/NOP mmirnrmrmrrmn
Nama Wajib Pajak :

Kecamatan

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Keterangan NJOP PBB-P2
tahun. untuk keperluan:

Beri tandaXpada kolom iiang dipilih

1. Pembuatan Akta Tanah/Lelang/Pendaftaran Hak atas Tanah *)
2.

Bersama ini dilampirkan pula:

1. Fotokopi KTP atau identitas lainnya dari wajib pajak/pemohon

2. Untuk objek pajak yang sudah terdaftar:

a. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun terakhir.

b. Fotokopi bukti Pembayaran PBB-P2 (STTS/bukti pembayaran lain yang sah) tahun
terakhir.

3. Untuk objek pajak yang belum terdaftar:

a. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran SPOP yang telah diisi dengan

jelas benar dan lengkap serta ditanda tangani.

b. Fotokopi bukti kepemilikan/pengelolaan/penguasaan atas bumi dan/atau bangunan.

c. Fotokopi SPPT PBB-P2 atas objek pajak yang berada disekitamya (berdekatan).

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Beri tandaXpada kolom vana dwilih

Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak *)

'ARINOiN TIMUR,BUPAT

rC-

JKINNOR



LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR ̂ 2-

TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

TAHUN 2024

A. FORMAT BERITA ACARA PENYAMPAIAN SPPT DAN DHKP PBB-P2 KE KECAMATAN

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jaian Jend. A. Yani No. 14A, Mentawa Baru Ketapang, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah 73422

Telepon (0531) 31666, Faksimile (0531) 31666
Laman bappenda.kotimkab.go.id, Pos-el baDDenda@kotimkab.ao.id

BERITA ACARA PENYAMPAIAN

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT) DAN

DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN PAJAK (DHKP)

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN

NOMOR :

Pada hari ini ..

I. Nama/NIP
Jabatan

tanggal Yang bertanda tangan dibawah ini:
... NIP

: Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II. Nama/NIP
Jabatan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

: Camat

NIP,

Kabupaten Kotawaringin Timur.

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK

KESATU SPPT dan DHKP buku 1 dan 2 PBB-P2 untuk wilayah kecamatan

Kabupaten Kotawaringin timur. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sebanyak

2. Dftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) sebanyak

3. Jumlah ketetapan sebesar Rp

lembar

buku

Adapun daftar rincian jumlah SPPT dan DHKP PBB-P2 per Desa/Kelurahan terlampir untuk

masing-masing Desa/ Kelurahan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. SPPT dan DHKP PBB-P2 disampaikan kepada Desa/Kelurahan selambat-lambatnya 5 (lima)

hari keija sejak ditandatanganinya berita acara penyerahan.

2. Kepala Desa/Lurah dapat memberitahukan DHKP wajib pajak kepada masyarakat untuk

membayar PBB-P2 sebelum tanggal jatuh tempo 30 September

3. Setelah dilakukan pembayaran dapat diberikan bukti lunas PBB-P2 oleh Bank tempat

melakukan pembayaran (Bank Kalteng, Bank BNI 46 dan Bank Mandiri) atau langsung di

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
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4. Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya, Wajib Pajak
dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak
terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari taxiggal jatuh tempo
pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan
menggunakan STPD sesuai ketentuan Pasal 172 ayat (7) Peraturan Daerah Kotawaringin

atau Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban membayar
Pajak setelah batas waktu yang telah ditentukan, dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat sesuai

ketentuan Pasal 185 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor.... Tahun
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Timur Nomor ... Tahun

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
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B. FORMAT BERITA ACARA PENYAMPAIAN SPPT DAN DHKP PBB-P2 KE DESA/KELURAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jend. A. Yani No. 14A, Mentawa Bam Ketapang, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah
73422, Telepon (0531) 31666, Faksimile (0531) 31666

Laman bappenda.kotimkab.go.id, Pos-el bappendafti)kotimkab.go.id

BERITA ACARA PENYAMPAIAN

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT) DAN

DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN PAJAK (DHKP)

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN

NOMOR;

tanggal..Pada hari ini..

I. Nama/NIP
Jabatan

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II. Nama/NIP  :
Jabatan

Kotawaringin Timur.

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK

KESATU SPPT dan DHKP buku 1 dan 2 PBB-P2 untuk wilayah Desa/Kelurahan

 Kabupaten Kotawaringin timur. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sebanyak

2. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) sebanyak

3. Jumlah ketetapan sebesar Rp

Yang bertanda tangan dibawah ini:
... NIP

NIP

: Kepala Desa/Lurah Kabupaten

lembar

buku

Adapun daftar rincian jumlah SPPT dan DHKP PBB-P2 per Desa/Kelurahan terlampir untuk

masing-masing Desa/ Kelurahan dengan penjelasan sebagai berikut:

I. SPPT dan DHKP PBB-P2 disampaikan kepada Desa/Kelurahan selambat-lambatnya 5 (lima)

hari keija sejak ditandatanganinya berita acara p>enyerahan.

Kepala Desa/Lurah dapat memberitahukan DHKP wajib pajak kepada masyarakat untuk

membayar PBB-P2 sebelum tanggal jatuh tempo 30 September

3. Setelah dilakukan pembayaran dapat diberikan bukti lunas PBB-P2 oleh Bank tempat

melakukan pembayaran (Bank Kalteng, Bank BNI 46 dan Bank Mandiri) atau langsung di

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

4. Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya, Wajib Pajak

dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak

terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo

pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua

puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan

menggunakan STPD sesuai ketentuan Pasal 172 ayat (7) Peraturan Daerah Kotawaringin

atau Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban membayar

Pajak setelah batas waktu yang telah ditentukan, dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat sesuai

ketentuan Pasal 185 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor .... Tahun

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

2.

Timur Nomor ... Tahun

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
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LAMPIRAN BERITA ACARA PENYAMPAIAN SPPT DAN DHKP PBB-P2
TAHUN :
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR RINCIAN JUMLAH SPPT DAN DHKP PBB-P2 TAHUN
BUKU I DAN II

Kecamatan

SPPT (Ibr) Jumlah SPPT
I dan II

DHKP

(Buku)
Ketetapan Jumlah Ketetapan

I dan II
No Desa / Kelurahan KeteranganBuku I Buku II Buku I Buku II
1 2 3 4 5 6 7 8 9

001 Sektor Perdesaan
002 Sektor Perkotaan
dst

Jumlah

PIHAK KEDUA

Yang Menerima
Camat

PIHAK KESATU

Yang Menyerahkan
Kepala Badan Pendapatan Daerah
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LAMPIRAN BERITA ACARA PENYAMPAIAN SPPT DAN DHKP PBB-P2
TAHUN  :
NOMOR  :
TANGGAL  :

DAFTAR RINCIAN JUMLAH SPPT DAN DHKP PBB-P2 TAHUN
BUKU I DAN II

Desa/ Kelurahan

SPPT (Ibr) Jumlah SPPT
I dan II

DHKP

(Buku)

Ketetapan Jumlah Ketetapan
I dan II

No Desa/Kelurahan KeteranganBuku I Buku II Buku I Buku II
1 2 3 4 5 6 7 8 9

001 Sektor Perdesaan
002 Sektor Perkotaan
dst

Jumlah

PIHAK KEDUA

Yang Menerima
Kepala Desa/ Lurah

PIHAK KESATU

Yang Menyerahkan
Camat

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

H, NOR



LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR

TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

TAHUN 2024

FORMAT BERITA ACARA PENGEMBALIAN SPPT PBB-2

BERITA ACARA PENGEMBALIAN

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2)

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024

NOMOR :

Pada Hari ini Tanggal yang bertanda tangan di bawah ini:

I . Nama
NIP

Jabatan Kepala Desa/Kelurahan Kecamatan
Timur

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Kabupaten Kotawaringin

II. Nama
NIP
Jabatan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK

KESATU Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan untuk wilayah Desa
sejumlah

atau Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Kabupaten Kotawaringin Timur
lembar. Adapun pengembalian SPPT PBB-P2 tersebut dikarenakan (SPPT ganta

Kecamatan

PIHAK KESATUPIHAK KEDUA

*) pilih salah satu



-2-

LAMPIRAN BERITA ACARA PENGEMBALIAN SPPT PBB-P2
TAHUN  :
NOMOR  :
TANGGAL :

DAFTAR RINCIAN JUMLAH PENGEMBALIAN SPPT PBB-P2 TAHUN
BUKU 1 DAN 2

Desa/Kelurahan

SPPT (Ibr) Jumlah
SPPT Buku
1 dan 2

No Desa / Kelurahan Keterangan
Buku 1 Buku 2

1 2 3 4 5 6

Sektor
Perdesaan

Sektor
Perkotaan

Jumlah

PIHAK KEDUA

Yang menerima
Kepala Bapenda

PIHAK KESATU

Yang menyerahkan
Kepala Desa/Lurah

NIP. NIP.

BUP^I KQTAWARINGIN TIMUR,

NNOR



LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR ̂2. tAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)
_  . XT/- \l/ __ V**- _ W ' 'Ty .V-/ sTy'

>. , ’'*<

Tempal Putiibayaran :

Telali Man«rlma Pombayaran POB Tti. |
Narnn Wajib Pajnk ^

Latak Objek Pajak

tiarl :

Kocamalon

Alomni

Ossa / KqI.

Nomor SPPT (NOP)

Sojumloh ; Rp.
z,:zn

Tanggal Jatuli Tempo :
Jumlnh ynr»o horris dlbayar (tormnsuk ctenda) jlka pembayoran
dllakukan padu buion ko (satuiab tanggal jatuh tompo)
I

Xllt
II

XIV

XV
IV

XVI
V

XVII
VI

XVIII
VII

XIX
vm

XX
IX

XXI
X

XXII

XXIII

XXIV

XI

XII

TSnogal Pembayaran ^

JoinlAh yanu Dibnynr

Rp. [

L.T. :

U.B. :
Tanrta Terlma

dan
Cop Sonk/Pnn

SURAT TANDA TERJiyiA SETORAN VSTTSI

'V?V,;: 'V ■ .-●■y \7y
-fr y*s -S- y^- V 4

P<tWLII0Kr.»
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINOtN TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

■'i ●

Tempat Poinbayoran :
Tolah Monorima Pambayaran PBB Th.
Noma Wajib Pajak
Lelak Objek Pajiik Kecamatan

<lf»rl :

AlEimat
Oesa / Kel.

Nomor SPPT (NOP)
Sajumlah ; Rp.
Tanggal Pombuynmn
Jiimloh yang Dibnyar
LntTibar unluk Baiienda

Tando Torima
dan

Cap Bnnk/Pon

UOOHI^U^

- / * xT.’“ \T.'- - - w—'■TT-
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINOtN TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH »i» <1 ^

7 N/A;\^^'X>-5feSy.‘A-Xy' ^
■L^'- . Xa\ /ax /4\ /A\ . /A\

SUBAT S)_TANOACr^R!MA.SJ
Toinpal Pembayarnn ;

Telah Msnsriina Pembayaran P8B Th. [
Nama Wajib Pojak ^
Lettik Objok Pajnk Kocoma tan

darl ;

Alamal
Oesa / Kel.

Nomor SPPT (NOP)
Sajumlah ; Rp.
Tanggnl Pembayaran
Jumlnh yang Dlbuynr
Lembar imtiik Bank

Tandn Tonmn
dnn

Cap Bank/Pos
:Rp.

BUPAg^KQXAWARINGdN TIMUR,

JNNORI. ‘ ●



LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR ̂ 2-

TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

TAHUN 2024

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PBB-P2 DAN

SURAT PERSETUJUAN PEMBAYARAN ANGSURAN

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PBB-P2

SURAT PERMOHONAN ANGSURAN PEMBAYARAN

Kepada

Yth. Bupati Kotawaringin Timur

Melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah
Di-

Sampit

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat  :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama

NOP

Alamat
mmEiDrmujjLLma

Dengan ini Mengajukan permohonan angsuran pembayaran utang pajak pada tanggal

Kali angsuran, terhadap SPPT/SKPD yang telah diterima :sebanyak

a. SPPT/SKPD No
b. SKPDKB No

c. SKPDKBT No

d. STPD No

Tgl Rp

Tgl Rp

Tgl Rp

Tgl Rp

Pembayaran angsuran

Biaya

Administratif/
Denda

Jumlah

Anggaran
No Tanggal Angsuran Ke Angsuran Pokok

Tgl Angsurana.

b. Tgl Angsuran

Tgl. Angsuranc.

d. Tgl. Angsuran
Jumlah

Jika pembayaran tersebut tidak dipenuhi, maka kami bersedia dilakukan penagihan dengan surat

paksa, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Sampit,

Wajib Pajak



LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

FORMAT PELAPORAN PBB-P2

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PBB-P2 TAHUN

REALISASI
KECAMATAN

DESA/ KELURAHAN

S.D.No TARGET MINGGU
LALU

MINGGU % SISA
MINGGU

INI
INI

7=6:3

xlOO
1 2 3 4 5 6=4+5 8=3-6

I Kecamatan

1 Desa/Kelurahan ....
2 —dst—

JUMLAH

II Kecamatan

1 Desa/Kelurahan ....
2 "dst—

JUMLAH

III Kecamatan

1 Desa/Kelurahan ....
2 —dst"

JUMLAH

JUMLAH

KESELURUHAN

Sampit,

Mengetahui
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NIP.

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

' 1 .
9;
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B. FORMULIR SURAT PERSETUJUAN PEMBAYARAN ANGSURAN

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jend. A. Yani No. 14A, Mentawa Baru Ketapang, Kotawaringin Timur,
Kalimantan Tengah 73422, Telepon (0531) 31666, Faksimile (0531) 31666

Laman bappenda.kotimkab.go.id, Pos-el bappenda@kotimkab.go.id

SURAT PERSETUJUAN PEMBAYARAN ANGSURAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama :
Alamat  :

Bertindak untuk dan atas nama :
Nama

NOP

Alamat
mmciriciriciricrmn

Dengan ini menyatakan, telah menyampaikan permohonan angsuran pembayaran utang pajak

KaH angsuran, terhadap SPPT/SKPD yang telahpada tanggal sebanyak
diterima :

a. SPPT/SKPD No
b. SKPDKB No

c. SKPDKBT No

d. STPD No

Tgl Rp

Tgl Rp

Tgl Rp
Tgl Rp

Pembayaran angsuran

Biaya

Administratif/
Denda

Jumlah

Anggaran
No Tanggal Angsuran Ke Angsuran Pokok

Tgl Angsurana.

b. Tgl. Angsuran

Tgl. Angsuranc.

d. Tgl. Angsuran
Jumlah

Jlka pembayaran tersebut tidak dipenuhi, maka penagihan akan dilakukan dengan surat paksa,
tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Sampit,

Wajib PajakMengetahui,
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur

BUPATI KOTAWARINGII^ TIMUR,

:iNNOR



LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

TAHUN 2024

A. FORMAT SURAT TEGURAN

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
BADAN PENDAPATAN DABRAH

Jalan Jend. A. Yani No. 14A, Mentawa Baru Ketapang, Kotawaringin Timur,
Kalimantan Tengah 73422, Telepon (0531) 31666, Faksimile (0531) 31666

Laman bappenda.kotimkab.go.id, Pos-el bappenda@kotimkab.go.id

NOP :[Tim[ii]cn]nx]iiri]D
Kepada
Yth.

Di

SURAT TEGURAN
Nomor:

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai
berikut:

Nomor dan Tanggal SPPT,
Keputusan Keberatan,

Keputusan Pembetulan,

Keputusan Banding

Tanggal Jatuh

Tempo
Jumlah TunggakanJenis Pajak Tahun

(Rp)

Jumlah

Dengan huruf  )
Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam

waktu 15 (hma belas) hari setelah tanggal surat teguran ini. Setelah batas waktu tersebut tindakan

penagihan akan dilanjutkan dengan penyerahan Surat Paksa jenis pajak
Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut diatas, diminta agar Saudara segera

melaporkan Kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Sampit,

Mengetahui,
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NIP.
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B. FORMAT FORMULIR STPD, SKPDKB DAN SKPDKBT
STPD

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL AYANtNO 14A. Tefip.0531-31666 Fax 0531*31666 - SAMPH

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
PAJAK BUMl DAN BANGUNAN PERDE^AAN DAN PERKOTAAN

Nomor Tahun

Tortgoaf Pcncrettan

Jumkan yang teffiuUng

yang fna»ri rurus <M>ayar

LeUk Obiek Pajak

Ka^upatcn

Kecomaian

Mama <ian Aianurt w^b Pajak

Mama WP

Ketta-arvan

Ona f Kckjrafvkft Kota

Atama* A^mat

NOP iolallbT;!iaaai HI NPWP

P«ftnc4an pajak yang terutang

1 Pasak yang tenAang meourul 3PPT SKPO*l Tj»«jn 2323

2 Tdah dbayar langgat Rp O

3 Pcng^angan Rp 0

4 Jurraart yang dapat otpemnungaan <ans|o 2 * angka 3k

3 Pa;*t( yang lurang ottayar (anipia 1 . angka 4)

0 Oenda admtntsbasi baan a Rp (angka 3)

7 Payak yang lenAang beroaurkan putuun 8PSP daeurang angka t

3 Pajak yang maun rufus dihayar (3*6*7)

Tangga) Jatuk Tempo : Tempal Pembayaran BAPENOA

PERHATIAN

1  Surat Tac»ban Pajak Bum dan Bangunan (STP P88) kw harus

tfkjrusi pabng tambat 1 (satu) bUan aeyak tanggat doccvna

SMIPlT

KEPALABAOAN

2 ApaMa aeteian tanggat jatiA) tempo utang pa«ak bekan dlunaki
maka tmdakan penagkwn akan dkartutkan dengan penertNian

dan tckangSural Paksa peta

...— potoM itM> Biwn kawfaaB ka tBAPENDA Kabupaten Kotawarinain Timur

Nama WP NURDM CMervna Tarvggsl

PeneifTtaNPWPO

NOP

NOSTPPBB

Tanggai PenerWttn Hama Lengkap Oan tanda tangan

Lerroar ae 1 urduk Wajt> Pa^ak Lcm&ar ke 2 cjntuk BAPENDA Kabupaten Kotawaringin Timur
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SKPDKB

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl A.YANI NO 14A. Te*p OS31»3t666 Fax (»31-31666  - SAMPIT

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Nomor Tofxun

Tdngoai Penettxtan

JufTMi palais yang terTnXar>g

yang rrvas#i rurus (XEoyar

t

Lctak OOKX Paiak

Kaoupaten

Kecamatan

Nama dan Aiamat Wafib Paiak

Nama WP

K«Hjrat\an

Ona! KcAirahan Kota

Atama* Aiamat

NOP IttUllobi roJ^Vl[0|3|0|3| folIBBaiBBHl NPWP

Pertnclan pafak yang teruUng

1 Pa0aii yang tofutang menurue SPPTrSKPO'j Tanwn .

2 TeUih ctbaysf tanggai Rp 0

3 Pcngurangan Rp 0

4 Jurruah yang dapat dtpofiytungaan langKa 2 * angaa 3)

3 Pa#aK yang Mt#ang ontayar (angk^i 1 - angxa 4}

0 Oenda admM«{ra&i. taJan « Rj> (angka

7 Paaak yong tenAang bcrdasanun putuun BPSP d>«urang angxa t

9 Pa^k yang maun nann ditNayar (3 ● 9 * 7jf

Tanggai Jatun Tempo Temgat Pembayaran BAPENOA

PERHATUN

Surat Tagrtan Papa Burnt dan Bangurun (STP PBB> an narus

ctaunau pamg tamoat 1 (»atu) bufan «e»ax tanggat ditenma

SAMPfT

1

KEPALA BADAN

2 ApM>«a Mtetan unggat »aCurt tempo utang pa^ beNm daurvMi
maka UndaAan penagVian ahan <War|utkan dengan penefbdan
Surat Pa*sa petaxsant ctang

no CBMnt OM1 laitn ttambM Mg BAPENDA Kabupaten Kolawarinpiri Timur

Nama WP Odenrna Tanggai

PcnenmaNPWPO

NOP

NOSTPP86

Tanggar Penerbttan Nama Lens^iap dan tanda tai^jan

Lembor ke 1 cartuk Wajfc Payaki Lemt^ ke 2 untuk BAFENDA Kabupaten Kolawarincin Timur
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SKPDKBT

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

BADAN PENDAPATAN DAERAHft

JL AYANINO, 14A. Te».(»31^31666 Fax.0531.31666 - SMIPIT

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Nomor

TanKKU Penertvtan

Tahun ;

JttfTun paiak. ystr>a XcmutanQ

yang main naru% OKuiyar

L.«tak OOKk Patau

Kaixjpaten

Kccamacan

Hama dan Alamat w^b Fata*

Nama WP

Keturahar

Oesa ' Kckitaban Kota

Aiama* Azamat

NOP lat^lfonirolato}IBBBIBBBI NP“Aff*

Peflnctan palaa yarvg twutang

1 Pasafc yang meourU S#^TiSKPO*> Tafw 2023

2 Teian drbayar langctf Rp 0

3 Penourangan Rp 0

4 Jurmah yar^ dapat «pcmRmawan 'ancPa 2 » angka 3)

3 Pa}M yang kuraro oaxtrse i.anc0u» t ■ angka 4}

e 0<v)da aomRit'&tra&) btaan I Rp (angKa 5i

7 Paaak yang toruftano berdosanian putuum BPSP tSkurarg angka f

3 Pajak yang maun ftanct dibayar O * 0 » n

Tanggat 3a^n Tempo . Ten^t f>emtMryaran BAPENDA

P€RNATIAN

t  Sural Tafltftan PajaK Bun* dan Banourun (STP P®S) wn harua

dflunasi paang lamtat t CMan aeiak tangg^ ddcnma

SAAtPIT

KEPALA BAOAN

2 Ap4£4a aetetan tanogai jan/i tango utang paiaa beum
maka Undakart penageian akart dttar^jtKan aemgan penemttvi
Suras Pakaa. odaksans eaafg

potong tSSM dan hinm loBmtNMI Mb BAPENDA Kafaupaten Kotawaringin Timur

Nama WP CMenma Tanggai

PcnenmaNPWTO

NOP

NO STP PBB

Tanggai Penemtan Hama Lengkap dan tanoa tangan

Lembat kc 1 trttuk Wa^fc Pa»aA Lemtw ke 2 urduk BAPENDA Kabupaten KolawaririRin Timur

BU^T] ^ARINGIN /TIMUR,

f/Cd

j

LR
y



LAMPIRAN XIII

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR -22, TAHUN 2024

TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

FORMULIR PERMOHONAN MUTASI/PERUBAHAN OBJEK/SUBJEK PAJAK

A. PERMOHONAN MUTASI PERORANGAN
Nomor

Lampiran
Perihal : Mutasi Objek/Subjek Pajak untuk PBB-P2 tahun

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur
di

TEMPAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
No. KTP u-u 1 1 1 1 1 1 1 1 NPWPD|- 1 n I FT']" n 1 1 1 1 1
Alamat Jin. No.  Telp.

Kecamatan
RT RW.

D e sa / Kelurahan

Kota/ Kabupaten

Sebagai wajib pajak/kuasa wajib pajak *) PBB-P2 atas objek pajak yang terletak di:
No Telp. RT.
Kecamatan ..

Alamat Jin.

Desa/Kelurahan *) :

RW.

Kabupaten :

No. SPPT/NOP (lama ) □[ID [IDCn] [TEDIIDIID
Dengan ini mengajukan permohdnan mutase/peruDanan aata olEyek/subjek PBB-P2 tersebut

karena peralihan hak atas tanah seluas :
m2 karena jual beli/ tukar menukar/ hibah/ hibah wasiat/ waris/

diatas untuk SPPT PBB-P2 tahun m2 dan
bangunan seluas :
lelang/ putusan hakim/hadiah *) berdasarkan Akta/ Risalah Lelang/ Putusan Hakim *) tanggal

 nomor
Bersama ini dilampirkan pula :
yariQ dipilih
1. Surat kuasa dari wajib pajak (dalam hal ini dikuasakan kepada orang/pihak lain).
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas lainnya dari Wajib Pajak.
3. SPOP dan/atau LSPOP yang telah diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani.
4. Melampirkan asii SPPT tahun beijalan.
5. Telah melunasi PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir.
6. Fotokopi bukti kepemilikan/ hak pengelolaan/ hak penguasaan atas bumi dan/atau bangunan.

Beri tanda X oada kolom

Keterangan tentang objek pajak lain yang dimiliki/ dikuasai/ dimanfaatkan :
NO. NOP/No. SPPT Alamat/letak objek pajak Keterangan

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.
*) Coret yang tidak perlu

WAJIB PAJAK/ KUASA WAJIB PAJAK
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B. PERMOHONAN MUTASI KOLEKTIF

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
KECAMATAN

KANTOR KEPALA DESA/KELURAHAN
J1

e-mail:

Nomor: ...

Lampiran
Perihal : Mutasi Objek / Subjek

Pajak untuk PBB-P2 tahun

Yt±i. Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Kotawaringin Timur
di-

SAMPIT

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Kepala Desa/Lurah *) :
Kecamatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para wajib pajak PBB-P2 yang ketetapan pajaknya

tidak melebihi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per OP/WP sebagaimana daftar terlampir,
dengan ini mengajukan permohonan mutasi/ perubahan data objek/ subjek pajak untuk SPPT

Karena peralihan ha katas tanah/ bangunan.PBB-P2 Tahun

Bersama ini dilampirkan pula :
nanci dipilih

1. Daftar perubahan data objek/subjek pajak yang diisi secara lengkap dan
ditandatangani kepala Desa/ Lurah dan diketahui Camat

2. Fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas lainnya dari Wajib Pajak.

3. SPOP dan/atau LSPOP yang telah diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta
ditandatangani.

4. Melampirkan asli SPPT tahun berjalan.

5. Telah meiunasi PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir.

6. Fotokopi bukti kepemilikan/ hak pengelolaan/ hak penguasaan atas bumi dan/atau
bangunan

Beri tanda X oada kolom

H
I

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

MENGETAHUI, KEPALA DESA/LURAH
CAMAT,

*) Coret yang tidak perlu
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SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP) KOLEKTIF

DESA/KELURAHAN :

DATA OBJEK PAJAK DATA SUBJEK PAJAK DATA TANAH
Nomor LETAK OBJEK ALAMA

Nama
Jalan

Blok/
Kavling/
Dusun/
Nomor

43Nomor
Urut
Bendel

CO CCNomor
Urut

Nomor
SPPT
Lama

D ”3 ^a MNama Jalan

Blok/Kavling/
Dusun/Nomor

Jenis
Tanah

Nomor
KTP

LUAS KODENAMA ^3 fl<
EBlok NOP RT RW M2RT RW ZNT-

CQ0}

CL-

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

MENGETAHUI : KEPALA DESA/LURAH
CAMAT
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Petuniuk pengisian SPOP Kolektif:

Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3 dan 4
Kolom 5
Kolom 6, 7 dan 8
Kolom 9

: diisi angka (1 ... dst);
: diisi petugas Badan Pendapatan Daerah;
: diisi angka sesuai NOP yang diajukan;
: diisi angka sesuai SPPT yang berkenaan;
: diisi sesuai letak objek pajak;
; diisi sesuai daftar pilihan 1. Pemilik 2. Penyewa 3. Pengelola 4.
Pemakai 5. Sengketa
: diisi sesuai daftar pilihan 1. PNS 2. TNI/POLRI 3. Pensiunan 4.
Badan 5. Lainnya
: cukup jelas
: diisi sesuai alamat wajib pajak;
: cukup jelas;
: cukup jelas;
: diisi petugas Badan Pendapatan Daerah;
: diisi sesuai daftar pilihan 1. Tanah dan Bangunan 2. Kavling siap
bangun 3. Tanah Kosong 4. Fasilitas Umum

: cukup jelas

Kolom 10

Kolom 11

Kolom 12, 13 dan 14
Kolom 15
Kolom 16
Kolom 17
Kolom 18

Kolom 19
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DAFTAR PERUBAHAN DATA OBJEK/SUBJEK PBB-P2
) KALIMANTAN TENGAH
) KOTAWARINGIN TIMUR

PROVINSI (
KABUPATEN (
KECAMATAN

DESA/KELURAHAN : (
TAHUN :.

(

Nomor Bundel

 )

Nomor DATA LAMA DATA BARU
Bumi Bangunan ALAMAT BUMI BANGUNAN

Nomor
Unit

Perekaman

2?
>

Nomor
Unit

Letak

Objek
Pajak

Nama Jalan
Nomor

Blok/Kavling
Dusun

aBLOK NOP Nama NAMA Nomor
KTP

LUAS KODE Jenis
Tanah

LUAS Jumlah

Bangunan rs
C

Luas JT Luas (m2) RT RW
M2 ZNT M2O

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 2119

MENGETAHUI : KEPALA DESA/LURAH
CAMAT
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Petuniuk pengisian SPOP Kolektif;

Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3 dan 4
Kolom 5
Kolom 6
Kolom 7
Kolom 8
Kolom 9
Kolom 10
Kolom 11
Kolom 12
Kolom 13
Kolom 14 dan 15
Kolom 16
Kolom 17
Kolom 18
Kolom 19
Kolom 20
Kolom 21

: diisi angka (1 ... dst);
: diisi petugas Badan Pendapatan Daerah;
: diisi angka sesuai NOP yang diajukan;
: diisi nama Jln/RT/RW;
; diisi nama wajib pajak sebelum mutasi;
: diisi luas Bumi (M^)
: diisi jenis tanah (Darat/Sawah);
: diisi Luas Bangunan (M^ )
: diisi sesuai daftar pilihan 1. Pemilik 2. Penyewa 3. Pengelola 4. Pemakai 5. Sengketa
; diisi sesuai daftar pilihan 1. PNS 2. TNI/POLRI 3. Pensiunan 4. Badan 5. Lainnya
: diisi nama wajib pajak setelah mutasi.
: diisi sesuai alamat wajib pajak;
: cukupjelas;
: diisi nomor KTP wajib pajak;
: cukupjelas
; diisi petugas Badan Pendapatan Daerah;
: diisi jenis tanah (Darat/Sawah)
: cukupjelas
: diisi jumlah bangunan

\
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LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (LSPOP) KOLEKTIF

DESA/KELURAHAN
Nomor Bundel

Nomor
Blok

Nomor
Urut

Bundel

Nomor
Urut

Jumlah

Bangunan
Bangunan Luas Jumlah

Lantai
Tahun

Dibangun

Tahun
Renovasi

Listrik

(Watt)

Kondisi

Bangunan
Langit-
langit

JPB Konstruksi Binding LantaiAtapKe M2No.

Objek
Pajak

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

MENGETAHUI : KEPALA DESA/LURAH
CAMAT
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PETUNJUK PENGISIAN;

Kolom 1
Kolom 2

Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6

: diisi angka (1,2 ... dst);
: diisi petugas Badan Pendapatan Daerah;
: diisi Angka (1 ... dst)
: diisi Jml. Bgn. Yang ada;
: diisi Bangunan ke (1 ... dst);
: diisi jenis penggunaan bangunan;
1. Perumahan

2. Kantor Swasta
3. Pabrik

4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko
Kolom 7 : diisi Luas Bangunan yang ada
Kolom 8 ; diisi Jumlah Lantai

Kolom 9 : diisi sesuai tahun dibangun
Kolom 10 : diisi tahun dilakukan renovasi

Kolom 11 : diisi daya listrik terpasang
Kolom 12 : diisi sesuai pilihan 1. Sangat Baik
Kolom 13 : diisi sesuai pilihan 1. Baja
Kolom 14 : diisi sesuai pilihan
Kolom 15 : diisi sesuai pilihan

Kolom 16 : diisi sesuai pilihan

Kolom 17 ; diisi sesuai pilihan 1. Kayu Jati/Akustik

5. Rumah sakit/KUnik
6. Gdg. Olah Raga/Rekreasi
7. Hotel Wisma

8. Bengkel/Gudang

9. Gedung Pemerintah
10. Lain-lain

11. Bgn. Tidak kena PBB-P2

12. Bgn. Parkir

13. Apartemen
14. Pompa Bensin
15. Tangki Minyak

16. Gedung Sekolah

2. Baik
2. Beton

1. Dekrabon/Beton/Gtg. Glazur 2. Genteng Beton
1. Kaca/Alumunium
1. Manner

2. Beton
2. Keramik

3. Sedang
3. Bata

4. Jelek

4. Kayu
3. Genteng Biasa/Sirap 4. Asbes
3. Bata/Konblok 4. Kayu
3. Teraso 4. Ubin PC/Papan

5. Seng
5. Seng
5. Semen

2. Tripleks/Asbes/Etemit 3. Tidak ada

BUPATl KQTAWARINGIN TIMUR,

JNNOR



LAMPIRAN XIV

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR ̂ 2.

TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN

PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

TAHUN 2024

FORMULIR PERMOHONAN PEMBETULAN SPPT

A. FORMULIR PERMOHONAN PEMBETULAN SPPT PERORANGAN
Nomor

Lampiran
Perihal Permohonan Pembetulan SPPT/SKPD/STPD *)

PBB-P2 tahun pajak

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Kotawaringin Timur
di-

TEMPAT

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama

No. KTP

Alamat
1 1 u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n NPWPD1 1 1 1 1 1 ii 1 1 1 1 1 1 1
Jin No Telp

Kecamatan..

RT. RW

Desa/ Kelurahan*)

Kota/Kabupaten

Sebagai wajib pajak/kuasa wajib pajak *) PBB-P2 atas objek pajak yang terletak di:
Alamat Jin No RT RW,

Desa/ Kelurahan*)

Kabupaten

Kecamatan,

No. SPFT/NOP (lama) [TICDIZI] CEDdl] [HIID

Dengan ini mengajukan permohonan untuk pembetulan atas SPPT/SKPD/STPD *) PBB-P2

tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut:

Beri tanda X pada kolom yang divilih

1. Kesalahan tulis : nama wajib pajak (bukan ganti/ballik nama)/alamat wajib pajak/alamat

objek pajak/No. SPPT/SKPD/ STPD tahun pajak/tanggaljatuh tempo *). Data yang benar I I
adalah

2. SPPT/SKPD/STPD *) untuk objek pajak yang sama diterbitkan lebih dari satu dengan

NOP yang berbeda (pengenaan ganda). Diterima agar NOP 

dihapus.

3. Kesalahan hitung : Penambahan/Pengurangan/Perkalian/Pembagian  *)
4. Salah/keliru dalam penerapan peraturan perundang-undangan terhadap

fakta/kenyataan objek/ subjek pajak yang sudah jelas benar : SPPT yang terbit atas objek

pajak yang seharusnya bebas PBB-P2 (tanah wakaf, kuburan, tempat ibadah, kantor

pemerintah, dll)/salah penerapan NJKP/salah penerapan sector (objek PBB-P2 Sektor

Perdesaan/Perkotaan dikenakan PBB-P2 sektor Perkebunan/Perhutanan/Pertambangan
atau sebaliknya*)

5.

Bersama ini dilampirkan pula:
yano dioilih

1. Surat kuasa dari wajib pajak (dalam hal ini dikuasakan kepada orang/pihak lain).

2. Fotokopi KTP atau identitas lainnya dari wajib pajak/pemohon.

3. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran SPOP yang telah diisi dengan

jelas benar dan lengkap serta ditanda tangani.

4. Asli SPPT/SKPD/STPD *) tahun pajak yang berkenaan.

Beri tanda X pada kolom

□
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5. Fotokopi bukti Pembayaran PBB-P2 (STTS/bukti pembayaran lain yang sah) tahun
terakhir.

6. Fotokopi bukti kepemilikan/pengelolaan/penguasaan atas bumi dan/atau bangunan.
Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

*) coret yang tidak perlu

Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak *)
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7. Surat keterangan ukuran masing-masing sisi tanah (untuk tanah yang belum | |
bersertifikat).

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak *)

*) coret yang tidak perlu

BUPATI KOTAWARINdiN TIMUR,

cr.

■ o' :nnor



LAMPIRAN XV

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR %-2- TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN

PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

FORMULIR PERMOHONAN PENGURANGAN/PEMBATALAN SPPT
PERORANGAN/ KOLEKTIF

A. FORMULIR PERMOHONAN PEMBATALAN SPPT-PERORANGAN
Nomor

Lampiran
Perihal Permohonan Pembatalan SPPT/SKPD/STPD *)

PBB-P2 tahun pajak

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Kotawaringin Timur
di-

TEMPAT

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama

No. KTP

Alamat
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n NPWPD rn~m~m 1 1 rm
Jin No Telp,

Kecamatan..

RT, RW

De sa / Kelurahan*)

Kota/ Kabupaten

Sebagai wajib pajak/kuasa wajib pajak *) PBB-P2 atas objek pajak yang terietak di:
Alamat Jin No Telp RT,

Kecamatan

RW

Desa/ Kelurahan*)

Kabupaten

No spft/nop (lama) mmcn] quih] umu
Dengan ini mengajukan permohonan untuk pembatalan atas SPPT/SKPD/STPD *) PBB-P2

tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut:

Beri tanda X vada kolom yang dipilih

1. objek pajak secara nyata tidak ada.

2. Tanah/bangunan tidak lagi merupakan objek pajak yang dikenakan PBB-P2 karena :

telah diwakafkan/menjadi kuburan/digunakan negara untuk penyelenggaraan i i

pemerintah/ digunakan untuk melayani kepentingan umu yang tidak mencari '

keuntungan *}.
3. □
Bersama ini dilampirkan pula:
yang dipilih
1. Surat kuasa dari wajib pajak {dalam hal ini dikuasakan kepada orang/pihak lain).
2. Fotokopi KTP atau identitas lainnya dari wajib pajak/pemohon.
3. Asli SPPT/SKPD/STPD *) tahun pajak yang berkenaan.

Beri tanda X pada kolom

S
I

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak *)

*) coret yang tidak perlu
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B. FORMULIR PERMOHONAN PENGURANGAN SPPT/SKPD/STPD-PERORANGAN

Nomor

Lampiran
Perihal : Permohonan Pengurangan SPPT/SKPD/STPD *)

PBB-P2 tahun pajak

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Kotawaringin Timur
di-

TEMPAT

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama

No. KTP m m m 1 1 iTTTBNPwpnm m m 1 1 r
Alamat Jin, No Telp

Kecamatan..

RT, RW

Desa / Kelurahan*)

Kota/ Kabupaten

Sebagai wajib pajak/kuasa wajib pajak *) PBB-P2 atas objek pajak yang terletak di:
Alamat Jin, No Telp RT R

Kecamatan

, W

Desa/Kelurahan*)

Kabupaten

SPPT/NOP (lama) QTIEII] UTDONo

Dengan ini mengajukan permohonan untuk pengurangan atas SPPT/SKPD/STPD *) PBB-P2

tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut:

Beri tanda X oada kolom uana dioilih

1. Objek pajak Sebagian/seluruhnya *) terkena pelebaran jalan/erosi sungai/pembebasan

tanah/longsor *). Sisanya : luas bumi □m2, luas bangunan m2.
2. □
Bersama ini dilampirkan pula:
uang dipilih

1. Surat kuasa dari wajib pajak (dalam hal ini dikuasakan kepada orang/pihak lain).
2. Fotokopi KTP atau identitas lainnya dari wajib pajak/pemohon.
3. Kartu Miskin.

4. SK Veteran*/ SK Pensiunan*.
5. Asli SPPT/SKPD/STPD *) tahun pajak yang berkenaan.

Beri tanda X pada kolomn
□
□

Demildan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak *)

*) coret yang tidak perlu
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C. FORMULIR PERMOHONAN PEMBATALAN SPPT-KOLEKTIF

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
KECAMATAN

KANTOR KEPALA DESA/KELURAHAN
Ji

e-mail :

Nomor

Lampiran
Perihal Permohonan Pembatalan

SPPT PBB-P2 tahun pajak

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Kotawaringin Timur
di-

TEMPAT

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Kepala Desa/Lurah *) :

Kecamatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para wajib pajak PBB-P2 yang ketetapan pajaknya

tidak melebihi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per OP/WP sebagaimana daftar terlampir,

dengan ini mengajukan permohonan pembatalan atas SPPT PBB-P2 Tahun

alasan sebagaimana tercantum pada daftar terlampir.

Dengan

Bersama ini dilampirkan pula :
vana dioilih

1. Daftar nama wajib pajak yang mengajukan pembatalan yang ditandatangani kepala
Desa/ Lurah dan diketahui Camat.

2. Fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas lainnya dari Wajib Pajak.

3. Melampirkan asli SPPT tahun beijalan.

4. Khusus untuk pembatalan dengan alasan objek pajak tidak ada :
a. Surat pemyataan dari Kepala Desa/Lurah yang menyatakan bahwa Objek Pajak

yang dibatalkan tersebut tidak akan diajukan Pendaftaran Objek Pajak Baru,

b. Baik atas nama wajib pajak semula maupun atas nama wajib pajak lain.

Beri tanda X pada kolom

□
Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

MENGETAHUI, KEPALA DESA/LURAH
CAMAT

*) Coret yang tidak perlu
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D. FORMULIR PERMOHONAN PENGURANGAN SPPT/SKPD/STPD-KOLEKTIF

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
KECAMATAN

KANTOR KEPALA DESA/KELURAHAN
Ji

e-mail ;

Nomor

Lampiran
Perihal Permohonan Pengurangan

SPPT PBB-P2 tahun pajak

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Kotawaringin Timur
di -

TEMPAT

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Kepala Desa/Lurah *) :

Kecamatan :

Daiam hal ini beitindak untuk dan atas nama para wajib pajak PBB-P2 yang ketetapan pajaknya

tidak melebihi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per OP/WP sebagaimana daftar terlampir,

Dengandengan ini mengajukan permohonan pengurangan atas SPPT PBB-P2 Tahun

alasan sebagaimana tercantum pada daftar terlampir.

Bersama ini dilampirkan pula :
yang dimlih

1. Daftar nama wajib pajak yang mengajukan pengurangan yang ditandatangard kepala
Desa/ Lurah dan diketahui Camat.

2. Fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas lainnya dari Wajib Pajak.

3. Melampirkan asli SPPT tahun beijalan.

4. Fotokopi dokumen lainnya yang mendukung.

Beri tanda X pada kolom

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

MENGETAHUI, KEPALA DESA/LURAH
CAMAT,

*) Coret yang tidak perlu

«TAWARINGIN TIMUR,BU

KINNOR



LAMPIRAN XVI

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR ̂ -2- TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

FORMULIR PERMOHONAN PENGHAPUSAN/PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRATIF

A. FORMULIR PERMOHONAN PENGHAPUSAN/PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF
SECARA PERSEORANGAN

Nomor

Lampiran
Perihal Permohonan Penghapusan/Pengurangan Sanksi

Administratif PBB-P2 tahun pajak

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Kotawaringin Timur
di-

TEMPAT

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama

No. KTP LI mu I I I l imn npwpd i i i i i i i i n 1 1 m
Alamat Jin. No Telp

Kecamatan..

RT. RW

Desa / Kelurahan*)

Kota / Kabupaten

Sebagai wajib pajak/kuasa wajib pajak *) PBB-P2 atas objek pajak yang terletak di;
Alamat

Desa/ Kelurahan*)

Kabupaten

No. SPPT/NOP

Jin. No Telp
Kecamatan

RT. R

mmiii] LEDLiri [min

W

Dengan ini mengajukan permohonan penghapusan/pengurangan sanksi administrative sebesar

Persen) dari denda yang tercantum pada:
Beri tanda X pada kolom yang dipilih

...%(

a. SPPT PBB-P2 tahun

b. SKPDKB/SKPDKBTPBB-P2 No.

c. STPD PBB-P2 No

. tahun

tahun .

Dengan alasan:
uana dipilih

a. Terlambat menerima SPPT karena hal-hai tertentu di luar kemampuan wajib pajak.

Beri tanda X vada kolom□
b. □
Bersama ini dilampirkan pula:
vana dipilih

1. Surat kuasa dari wajib pajak (dalam hal ini dikuasakan kepada orang/pihak lain).
2. Fotokopi KTP atau identitas lainnya dari wajib pajak/pemohon.
3. Fotokopi SPPT/SKPDKB/SKPDKBT/STPD *) PBB-P2 tahun pajak yang berkenaan
4. Tanda bukti pembayaran/lunas PBB-P2 tahun terakhir.
5. Surat Keterangan yang mendukung alasan pengajuan permohonan.
Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Beri tanda X pada kolom

n

Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak *)

*) coret yang tidak perlu



-2-

B. FORMULIR PERMOHONAN PENGHAPUSAN/PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF
SECARA KOLEKTIF

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
KECAMATAN

KANTOR KEPALA DESA/KELURAHAN
Jl

e-mail:
Nomor

Lampiran
Perihal : Permohonan Penghapusan/Pengurangan

Sanksi Administratif PBB-P2 tahun pajak

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Kotawaringin Timur
di -

TEMPAT

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Kepala Desa/Lurah *) :

Kecamatan :

Dengan ini mengajukan permohonan penghapusan/pengurangan sanksi administratif

sebagaimana daftar terlampir sebesar

pada:

% ( person) dari denda yang tercantum

Beri tanda X pada kolom yang dipilih

a. SPPT PBB-P2 tahun

b. SKPDKB/SKPDKBT PBB-P2 No.

c. STPD PBB-P2 No

Dengan alasan:
dipilih

a. Terlambat menerima SPPT karena hal-hal tertentu di luar kemampuan wajib pajak.

tahun

.tahun

Beri tanda X pada kolom yang

□
b. □
Bersama ini dilampirkan pula :
vana dipilih

1. Daftar nama wajib pajak yang mengajukan pengurangan yang ditandatangani kepala
Desa/ Lurah dan diketahui Camat.

2. Fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas lainnya dari Wajib Pajak.
3. Fotokopi SPPT/SKPDKB/SKPDKBT/STPD *) PBB-P2 tahun pajak yang berkenaan.
4. Tanda bukti pembayaran/lunas PBB-P2 (SSPD/STTS) tahun terakhir.
5. Surat Keterangan yang mendukung alasan pengajuan permohonan.
Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Beri tanda X pada kolom

MENGETAHUI, KEPALA DESA/LURAH
CAMAT,

*) Coret yang tidak perlu

BUPA2i:i«JG5^WARIN(hN TIMUR,

IKINNOR



LAMPIRAN XVII

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR X1L TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN

PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

FORMULIR PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PAJAK TERHUTANG
Nomor

Lampiran
Perihal Permohonan Keberatan atas SPPT/SKPD *)

PBB-P2 tahun pajak
Kepala Badan Pendapatan DaerahYth.

Kabupaten Kotawaringin Timur
di-

TEMPAT

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama

HIM   npwpd i i n i n i n i imNo. KTP

Aiamat Jin No Telp
Kecamatan..

RT. RW

De sa/Ke iurahan*)
Kota/ Kabupaten

Sebagai wajib pajak/kuasa wajib pajak *) PBB-P2 atas objek pajak yang terletak di:
Aiamat Jin No Telp RT.

Kecamatan
RW

Desa/Kelurahan*) :
Kabupaten :
No. SPPT/SKPD *) :

PBB-P2 Terhutang : Rp
Tanggal terima SPPT/ SKPD *) :

Dengan ini mengajukan permohonan keberatan atas pajak terhutang pada SPPT/SKPD *) PBB-P2
tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut:

Beri tanda X pada kolom uana dipilih

1. Luas objek bumi/bangunan *) pada SPPT/SKPD *) tidak sama dengan bukti

Tahun pajak

□resmi/keadaan yang sebenamya. Luas sebenamya adalah : bumi m2 bangunan
m2.

2. NJOP objek bumi/bangunan *) pada SPPT/SKPD *) tidak sama dengan bukti
resmi/keadaan yang sebenamya. NJOP sebenamya adalah : bumi Rp

/m2

3. Kesalahan penetapan/pengenaan : belum memperoleh NJOPTKP/saiah NJKP *).
4. Objek pajak sehamsnya tidak dikenakan PBB-P2 karena  :

/m2,
bangunan Rp.

□
5.

Menurut perhitungan kami ketetapan PBB-P2 tahun
1. Bumi
2. Bangunan
3. NJOP
4. NJOPTKP

m2 X Rp.
m2 X Rp.

/m
/m

(1+2)

adalah sebagai berikut
= Rp
= Rp

2
2

= Rp.
= Rp.

5. NJOP sebagai dasar penghitungan PBB (3-4)
6. NJKP
7. PBB-P2 terhutang (

%X 5)
%XRp.

= Rp.
= Rp.

= Rp.

Bersama ini dilampirkan pula:
liana dipilih

1. Surat kuasa dari wajib pajak (dalam hal ini dikuasakan kepada orang/pihak lain).
2. Fotokopi KTP atau identitas lainnya dari wajib pajak/pemohon.
3. Asli SPPT/SKPD *) tahun pajak yang berkenaan.
4. SPOP dan lampiran SPOP yang telah diisi dengan jelas, benar lengkap serta

ditandatangani.
5. Fotokopi bukti pembayaran PBB-P2 (SSPD/STTS) tahun terakhir.
6. Fotokopi bukti kepemilikan/pengeloiaan/penguasaan atas bumi dan/atau bangunan.

Beri tanda X pada kolom

I



-2-

B. FORMULIR PERMOHONAN PEMBETULAN SPPT KOLEKTIF

PEMERiNTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
KECAMATAN.,..

KANTOR KEPALA DESA/KELURAHAN
j[

e-mail :

Nomor

Lampiran
Perihal Permohonan Pembetulan

SPPT PBB-P2 tahun pajak

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Kotawaringin Timur
di -

TEMPAT

Yang beitanda tangan dibawah ini:

Kepala Desa/Lurah *) :

Kecamatan :

Dalam hal ini beitindak untuk dan atas nama para wajib pajak PBB-P2 yang ketetapan pajaknya

tidak melebihi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per OP/WP sebagaimana daftar terlampir,

dengan ini mengajukan permohonan pembetulan atas SPPT PBB-P2 Tahun

alasan sebagaimana tercantum pada daftar terlampir.

Dengan

Bersama ini dilampirkan pula :
yang dimlih

1. Daftar perubahan data objek/subjek pajak yang diisi secara lengkap dan

ditandatangani kepala Desa/ Lurah dan diketahui Camat

2. Fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas lainnya dari Wajib Pajak.

3. SPOP dan/atau LSPOP yang telah diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta

ditandatangani.

4. Melampirkan asli SPPT tahun berjalan.

5. Telah melunasi PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir.

6. Fotokopi bukti kepemihkan/ hak pengelolaan/ hak penguasaan atas bumi dan/atau

banguna

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Beri tanda X pada kolom

MENGETAHUI, KEPALA DESA/LURAH
CAMAT

*) Coret yang tidak perlu

BUPATl K^^WARING N TIMUR,

JKINNOR



LAMPIRAN XVIII

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 2-^ TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

FORMULIR BERITA ACARA PEMERIKSAAN

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Jend. A. Yani No. 14A, Mentawa Baru Ketapang, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah 73422

Telepon (0531) 31666, Faksimile (0531) 31666
Laman bappenda.kotimkab.go.id, Pos-el baPDendafSkotimkab.Qo.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
Nomor :

Berdasarkan pemeriksaan kantor dan di lapangan, sesuai surat tugas:
Pemeriksaan di Kantor Nomor : Tanggal:
Pemeriksaan di Lapangan Nomor :

Telah dilakukan penelitian di kantor pada tanggal
Terhadap permohonan Pengajuan Keberatan.
Melalui surat nomor Tanggal

Tanggal: 
sampai dengan tanggal

Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan uraian berikut:
I. UMUM

yang

□

diterima Badan Pendapatan

I I IT] I lEiDmxinnxi1. NOP
2. Alamat Objek Pajak
3. Tahun Pajak
4. Jenis Ketetapan
5. PBB-P2 Terhutang
DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah.

II.

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
BASIL PEMERIKSAAN
1. Pemeriksaan di Kantor
2. Pemeriksaan di Lapangan
KESIMPULAN
1. Kesimpulan
2. Saran

III.

IV.

Sampit,
Menyetujui
Wajib Pajak Petugas Peneliti IIPetugas PeneUti I

1

Mengetahui,
KEPALA BIDANG... KEPALA SUB BIDANG...KEPALA

BADAN PENDAPATAN DAERAH

L

BUPAII^QS^ARINGDN TIMUR,

INNOR



LAMPIRAN XIX

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR X 2. TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN

PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

FORMULIR PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Nomor

Lampiran
Perihal Permohonan Pengembaiian Kelebihan

Pembayaran PBB-P2 tahun pajak

Yth.Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Kotawaringin Timur
di-

TEMPAT

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

No. KTP

Alamat

Desa/ Kelurahan*)
Kota/ Kabupaten

Sebagai wajib pajak/kuasa wajib pajak *) PBB-P2 atas objek pajak yang terletak di:
Alamat

L...I ui 1 1 1 1 1 1 1 ujn NPWPD1 1 n I n 1 1 1 1
Jin No Telp RT.

Kecamatan

Jin, No RT RW

1 m
RW

,

Desa / Kelurahan*)
Kabupaten

No. SPPT/NOP

Kecamatan

Tahun pajak
Berdasarkan Akta/Risalah Lelang/SK Pemberian Plak Baru/Putusan Pengadilan *) :

tahunNomor

Yang dibuat oleh :
Jenis perolehan hak :

Pembayaran PBB-P2; Rp.

Dengan ini mohon pengembaiian kelebihan pembayaran PBB-P2 sebesar Rp.
Tanggal, di Bank

Dengan alasan:

Untuk pengembaiian yang kami mohon adalah:
pada koloTYi vana dipilih

a. DibayarTunai
b. Dipindah bukukan pada Bank

c. Sumbangkan kepada Negara
d. Kompensasi dengan

No

Bersama ini dilampirkan pula:

1. Surat kuasa dari wajib pajak (dalam hal ini dikuasakan kepada orang/pihak lain).

2. Fotokopi KTP atau identitas lainnya dari wajib pajak/pemohon.

3. Asli Surat Setoran PBB-P2 (STTS/SSPD).

4. Asli SK Keberatan/SK Pengurangan/SK Pembetulan/Putusan Banding *).

5. Fotokopi Akta/Risalah Lelang/ SK Pemberian Hak Baru/Putusan Pengadilan *)

6. Fotokopi SPPT PBB-P2 tahun terakhir untuk objek pajak yang berkenaan.

7. Fotokopi bukti pembayaran PBB-P2 (SSPD/STTS) *) tahun terakhir untuk objek pajak

yang berkenaan

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

*) coret yang tidak perlu

Beri tan

. Rek. Atas Nama

Beri tanda X pada kolom vana d

da X

0
n
ipi^h

I□
B

Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak *)

BUP^I KQIAWARIN> >IN TIMUR,

1
-IKINNOR



LAMPIRAN XX

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR ^2. TAHUN2024
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN

PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

FORMULIR PERMOHONAN PENUNDAAN TANGGAL JATUH TEMPO

PENGEMBALIAN SPOP/PEMBAYARAN SPPT

Nomor

Lampiran
Perihal Permohonan Penundaan Tanggal

Jatuh Tempo Pengembalian SPOP/

Jatuh Tempo Pembayaran SPPT *)

Yth.Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Kotawaringin Timur
di-

TEMPAT

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama

m en     m i i i n imNo. KTP

Alamat Jin Telp.No. RT, RW

Desa / Kelurahan*)
Kota/ Kabupaten

Sebagai wajib pajak/kuasa wajib pajak *) PBB-P2 atas objek pajak yang terletak di:
Alamat

Kecamatan

Jin. No RT, RW

Desa/Kelurahan*) :
Kabupaten :
No. SPPT/NOP  :

Tanggal diterimanya SPOP/SPPT: 
Dengan ini mengajukan penundaan :
uana dipilih

a. Tanggal jatuh tempo pengembalian SPOP.

b. penundaan Jatuh Tempo Pembayaran SPPT dengan alasan :

Kecamatan

Tahun pajak

Beri tanda X vada kolom

Bersama ini dilampirkan pula:
yang dipilih

1. Surat kuasa dari wajib pajak (dalam hal ini dikuasakan kepada orang/pihak lain).

2. Fotokopi KTP atau identitas lainnya dari wajib pajak/pemohon.

Beri tanda X vada kolom

B□3.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

*) coret yang tidak perlu

Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak *)

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

;iNNOR



LAMPIRAN XXI

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN

PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

FORMAT LHP

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Jend. A. Yani No. 14A, Mentawa Barn Ketapang, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah

73422, Telepon (0531) 31666, Faksimile (0531) 31666
Laman bappenda.kotimkab.go.id, Pos-el baDDenda@kotimkab.go.id

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
Nomor :

Berdasarkan pemeriksaan kantor dan di lapangan, sesuai surat tugas:
Pemeriksaan di Kantor Nomor : Tanggal:
Pemeriksaan di Lapangan Nomor :

Telah dilakukan penelitian di kantor pada tanggal
Terhadap permohonan Pengajuan Keberatan.
Melalui surat nomor Tanggal

Tanggal: 
sampai dengan tanggal

Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan uraian berikut:
I. UMUM _

yang

m

diterima Badan Pendapatan

m unciriQirinDm1. NOP

2. Alamat Objek Pajak
3. Tahun Pajak
4. Jenis Ketetapan

5. PBB-P2 Terhutang
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
HASIL PEMERIKSAAN

1. Pemeriksaan di Kantor

2. Pemeriksaan di Lapangan
KESIMPULAN

1. Kesimpulan
2. Saran

II.

III.

IV.

Sampit,
Menyetujui

Wajib Pajak Petugas Peneliti IIPetugas Peneliti I

Mengetahui;
KEPALABIDANG ...KEPALA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KEPALA SUB BIDANG...

1  L

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

NNOR



LAMPIRAN XXII

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK STIKER DAN BANNER PEMBERITAHUAN BAGI PENUNGGAK PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

PEMBERITAHUAN
Pcraluran Bupati Kotawaringin Timur Nomor ; Tahun 2024

mHAM DAM BAMODMAM IMI

BEWM MEMIMASI PBB-P2
Wajib P^ak segera melunasi tunggakan PBB-P2 dalam waktu 7 X 24 jam sejak
disampaikan pemberitahuan ini, atau menghubungi petugas pajak
Desa/Kelurahan setempat atau Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

TERHITUNG SEJAK TANGGAL:

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

RIJPATLKOTAWARTNGfN TIMUR,

INNOR


